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ABSTRAK 
 
Nama   : Cahyadi 
Nim   :10200113013 
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam 
JudulSkripsi                : Analisis Retribusi Pasar Citra Baraka dalam 
Perspektif Islam 
 
Penelitian ini membahas tentang sistem pengelolaan retribusi pasar dalam 
pandangan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi retribusi 
Pasar Citra Baraka terhadap pedapatan asli daerah Kabupaten Enrekang dan 
sistem retribusi Pasar Citra Baraka menurut pandangan ekonomi islam. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukan kontribusi retribusi Pasar Citra Baraka 
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Enrekang selama tahun 
angaran 2012 sampai dengan 2016 sebesar 0,31%. Kontribusi masih kurang 
efektif dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).   
Pengelolaan penerimaan retribusi Pasar Baraka sudah cukup baik, dapat 
dilihat dari peningkatan penerimaan retribusi tiap tahunnya, akan tetapi masih 
banyak kendala kendala yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan 
Aset Daerah dalam pengelolaan retribusi di Pasar Citra Baraka. Dan sistem 
pengelolaan retribusi di Pasar Citra Baraka bertolak belakang dengan islam 
 
  
Kata Kunci: Analisis Retribusi, Pasar Citra Baraka, Perspektif Islam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Pada dasarnya tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan 
masyarakat yang adil dan makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan 
pancansila, melalui peningkatan taraf hidup masyarakat. Pembangunan tersebut 
diharapkan dapat dilaksanakan secara merata bagi  seluruh rakyat yaitu sesuai dengan 
asas keadilan sosial. 
Negara Republik Indonesia terdiri atas daerah-daerah provinsi dan daerah 
provinsi terdiri dari daerah-daerah Kabupaten dan Kota. Tiap-tiap daerah tersebut 
mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahannya dan pelayanan kepada masyarakat.  
Mengingat indonesia sebagai negara dengan  ribuan pulau dengan budaya, 
sosial, dan kondisi perekonomian yang berbeda antara masing-masing daerah 
membutuhkan satu sistem pembangunan daerah yang lebih efektif menghadapi 
kondisi demikian maka pemerintah memberikan otonomi pada pemerintah daerah 
yang dimaksudkan agar daerah tersebut mengatur serta mengurus rumah tangganya 
sendiri. Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya adalah 
untuk membantu pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan daerah. 
Pemerintah Indonesia melakukan reformasi dibidang Pemerintahan Daerah 
dan pengelolaan keuangan pada tahun 1999. Pelaksanaan reformasi tersebut diperkuat 
dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No. 32 Tahun 
2004) dan  UU No. 25 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No. 33 Tahun  2004). Dalam 
UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan mengenai: 
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“ pembagiaan dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi. Otonomi 
daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan 
tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana 
pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri 
baik dari sektor keuangan maupun dari sektor nonkeuangan”. 
Otonomi daerah di Indonesia telah memasuki tiap daerah baik di tingkat 
daerah maupun pusat dalam meningkatkan pendapatan daerah guna kesejahteraan 
wilayahnya. Peningkatan pendapatan ini dengan  agenda utama untuk pembangunan 
daerah masing-masing. 
Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya 
pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan dilain pihak terbukanya 
peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan-kebijakan regional dan 
lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam 
konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa 
pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses 
perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran 
ekonomi di daerahnya. Dengan demikian “otonomi daerah akan membawa 
masyarakat ketingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu kewaktu”.1 
Kabupaten Enrekang dikenal sebagai daerah penghasil hortikultura. Truk-
truk mendistribusikannya ke berbagai daerah di Sulsel dan Pulau Sulawesi, hingga 
provinsi lain, seperti Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua. Jenis komoditas 
hortikultura yang diantarpulaukan biasanya yang tidak cepat busuk atau layu, seperti 
bawang merah, kacang merah, kentang, dan wortel. Aktivitas bercocok tanam 
perlahan-lahan kembali menggeliat ketika Pemerintah Kabupaten Enrekang 
                                                             
1Haris Syamsuddin,Desentralisasi dan Otonomi Daerah, (Jakarta: LIPI Press,2007.),h. 10 
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membangun Subterminal Agribisnis (STA) seluas 2 hektar pada tahun 2006 dengan 
bantuan APBN sebesar Rp 1 miliar. Subterminal Agribisnis (STA) yang khusus 
melayani penjualan grosir komoditas hortikultura itu menampung hasil panen dari 
berbagai sentral penghasil di Enrekang, seperti Baroko, Alla, Masalle, dan 
Anggeraja. 
Ada beberapa komoditas hortikultura diperjualbelikan di pusat agribisnis 
yang berjarak 35 kilometer dari pusat kota Enrekang. Sembilan jenis di antaranya 
merupakan komoditas unggul dari Enrekang, yakni kubis, daun bawang, kentang, 
tomat sayur, tomat buah, bawang merah, cabai merah, wortel, dan kacang merah. Hal 
ini mengindikasikan bahwa Enrekang memiliki potensi yang besar dengan penghasil 
Hortikultura. 
Pasar yang ada di Kabupaten Enrekang salah satunya adalah Pasar Cakke 
menampung produk unggulan khas daerah untuk promosi. Beberapa produk 
unggulannya, antara lain Sarabba berupa minuman hangat dari jahe yang dicampur 
dengan rempah-rempah, dan Dangke yaitu makanan yang terbuat dari susu kerbau 
atau sapi yang dikentalkan dan difermentasi, sehingga memiliki tekstur seperti tahu 
dan rasa seperti keju.Selain Sarabba dan Dangke, Kabupaten Enrekang juga 
memiliki Kopi Kalosi sebagai salah satu produk unggulan. Kopi Kalosi merupakan 
salah satu jenis kopi Arabika terbaik di dunia dan digemari khususnya oleh 
masyarakat Eropa dan Amerika.  
Sebuah hal yang memang patut untuk lebih diperhatikan mengingat ini bisa 
menjadi hal yang menjanjikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Namun yang menjadi fenomena di Enrekang ternyata Pendapatan Daerah belum bisa 
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untuk menutupi semua pengeluaran daerah. Bahkan Pendapatan Daerah sebagian 
besar hanya untuk keperluan gaji pegawai dan hanya sebagian kecil untuk 
pembangunan daerah. Bahkan Enrekang pernah masuk dalam urutan kedua yang 
memiliki masyarakat miskin terbanyak di Sulawesi Selatan. Pemerintah Daerah tidak 
hanya bisa mengharapkan bantuan pemerintah pusat namun harus melakukan 
terobosan baru yang dapat meningkatkan Pendapatan Daerah. 
Hal di atas merupakan fenomena yang ironis melihat potensi SDA yang 
dimiliki oleh Enrekang sangat besar. Terlepas dari itu perlu juga diperhatikan 
mengenai potensi yang belum dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah 
Enrekang yaitu retribusi pasar. Terdapat beberapa daerah yang memiliki komoditas 
penghasil pertanian yang memasok dalam jumlah besar ke pasar seperti Anggeraja, 
Masalle, Baroko, Baraka dan Buntu Batu. Dari hasil ini diketahui bahwa jumlah 
yang di distribusikan ke pasar-pasar sangat besar. 
Sudah menjadi hal yang wajar dengan banyaknya jumlah hasil pertanian 
kemudian didukung oleh luas lahan dan faktor alam. Salah satu hal yang perlu 
diperhatikan adalah tempat penyimpanan hasil pertanian dalam hal ini pasar yang 
mendukung agar hasil pertanian tidak cepat busuk, karena pemerintah daerah telah 
melakukan renovasi terhadap beberapa pasar dan mengeluarkan anggaran yang 
sangat besar. Ada 16 jumlah pasar yang ada di Kabupaten Enrekang salah satunya 
Pasar Citra Baraka dimana di dalamnya banyak komoditas pertanian yang 
diperdagangkan dan telah dilakukan perbaikan terhadap  pasar tetapi mengapa 
kontribusi retribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) minim, apakah 
karena kurangnya pengontrolan dari pemerintah daerah atau adanya permainan harga 
dari para pedagang sehingga kontribusi retribusinya  minim. 
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Berdasarkan hal ini maka diadakan penelitian mengenai: “Analisis 
Retribusi Pasar Citra Baraka Dalam Perspektif islam”, dengan harapan 
penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam melihat seberapa besar 
kontribusi retribusi Pasar Citra Baraka dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) di Kabupaten Enrekang. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas 
oleh peneliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana kontribusi retribusi pasar Citra Baraka terhadap pendapatan asli 
daerah (PAD) Kabupaten Enrekang? 
2. Bagaimana sistem retribusi pasar Citra Baraka menurut pandangan ekonomi 
islam ? 
 
C. Defenis Operasional 
Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Analisis Retribusi Pasar Citra Baraka 
Dalam Perspektif Islam”, maka defenisi operasional yang perlu di jelaskan, yaitu: 
1. Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu contribute, contribution, 
maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun 
sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau 
tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan 
pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam 
pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh 
individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif 
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terhadap pihak lain. Sedangkan menurut Kamus Ekonomi “kontribusi adalah 
sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, 
atau kerugian tertentu atau bersama”.2 
2. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.3 
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan 
antara pemerintah pusat dan daerah, pengertian Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) adalah: 
“ Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya 
sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 
 
 
D. Penelitian Terdahulu 
1. Nanang Budianto (2013), dengan judul pengaruh Pajak Daerah dan  Retribusi 
Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Tujuan peneliian 
ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi 
daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Metode yang 
digunakan adalah  regresi berganda. Teknik pengumpulan data melalui data 
sekunder. Pengujian hipotesis dengan menggunakan  uji f dan uji t. hasil 
analisis data menunjukan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah 
berpengaruh positif  dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
kota Makassar tahun 2006-2010. 
                                                             
2. Guritno T, Kamus Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 1992.), h.76 
3. Sugianto, Pajak dan Retribusi Daerah (pengelolaan Pemerintah Dalam Aspek Keuangan, 
Pajak dan Retribusi Daerah), (Jakarta: Grasindo, 2008.), h.2 
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2. Esty Widyawaty (2014), dengan judul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi 
Daerah, dan BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaru pajak daerah, retribusi 
daerah, dan BUMD  terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Makassar.  
Teknik pengambilan data melalui data sekunder. Pengujian hipotesis 
menggunakan uji f dan uji t. hasil analisis data menunjukan bahwa pajak 
daerah, retribusi daerah, dan BUMD secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. 
3. Habibi Rahman (2011), dengan judul Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar 
Baraka di Kabupaten Enrekang. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis 
pengelolaan retribusi di Pasar Baraka di Kab. Enrekang. Teknik pengambilan 
data melalui data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
pengelolaan penerimaan retribusi Pasar Baraka sudah cukup baik, dapat 
dilihat dari peningkatan penerimaan retribusi tiap tahunnya. Namun masih ada 
kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah dalam memaksimalkan pencapaian. 
 
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1. Adapun tujuan penulisan dari skripsi berdasarkan latar belakang tersebut 
yaitu:  
a. Untuk mengetahui  kontribusi retribusi Pasar Citra Baraka terhadap pedapatan 
asli daerah Kabupaten Enrekang.  
b. Untuk mengetahui sistem retribusi Pasar Citra Baraka menurut pandangan 
ekonomi islam. 
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2. Hal-hal yang diperoleh dari penelitian tentang kontribusi retribusi Pasar Citra 
Baraka dalam meningkatkan pendapatan daerah kabupaten Enrekang di 
harapakan dapat berguna bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang 
penulis teliti. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini 
adalah: 
a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 
menambah pemahaman tentang pajak retribusi pasar. 
b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat di jadikan salah satu 
pertimbangan dan masukan dalam merumuskan kebijakan peningkatan 
penerimaan pajak retribusi pasar demi meningkatkan pendapatan asli daerah 
(PAD) sehingga berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah. 
c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 
pengetahuaan mengenai permasalahan  retribusi pasar agar dapat lebih 
memahami seberapa besar kontribusi retribusi pasar sentral Baraka terhadap 
pendapatan asli daerah (PAD)  di Kabupaten Enrekang. 
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BAB II 
  TINJAUAN TEORITIS 
 
A. Pembangunan Ekonomi Daerah 
Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk 
menaikkan produk domestik bruto suatu negara atau daerah dalam jangka panjang. 
Kenaikan produk domestik bruto tersebut lebih besar dari pada pertumbuhan 
penduduk. Singkatnya, pembangunan ekonomi adalah “suatu proses yang bertujuan 
untuk menaikkan produk domestik bruto suatu negara atau daerah melebihi 
pertumbuhan penduduk”.4 
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah 
daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu 
pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dengan menciptakan 
suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dan 
pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. 
Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan 
terhadap  kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada ciri khas daerah 
yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumber 
daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi 
ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif yang berasal dari daerah tersebut 
dalam proses pembangunan untuk  menciptakan kesempatan kerja baru dan 
meransang peningkatan kegiatan ekonomi. 
Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yaitu proses yang 
mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri alternatif, 
perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang 
                                                             
4 Alam s, Ekonomi 2,( ESIS, 2006.),h.25. 
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lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, ahli ilmu pengetahuan, dan pengembangan 
perusahaan baru. 
Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk 
meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya 
untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara 
bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu “pemerintah 
daerah beserta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumber daya yang 
ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya yang perlukan untuk merancang dan 
membangun perekonomiaan daerah”.5 
 
B. Otonomi Daerah 
1. Pengertian Otonomi Daerah 
Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
pemerintahan daerah, di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah 
adalah: 
“ kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 
Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah mulai dari 
kebijakan, perencanaan sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka 
demokrasi. Sementara itu, otonomi adalah “wewenang yang dimiliki daerah untuk 
mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan dan dalam rangka desentralisasi”.6 
                                                             
5 Lincolin Arsyad, Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, 
(Yogyakarta:BPFE, 2009.),h. 108-109. 
6 Bungarang Simanjuntak Antonius, Dampak Otoomi Daerah Di Indinesia: Merangkai 
Sejarah Poltik Dan Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.),h.66. 
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Selanjunya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pamerintah 
daerah, dinyatakan: 
“ prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, 
dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua 
urusan pemerintahan. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan 
daerah untuk memberi pelayanan, peingkatan peran serta, prakarsa, dan 
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan 
rakyat”. 
 Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan 
yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional, yang di 
wujudkan dengan pengaturan, pembagiaan, dan pemanfaatan sumber daya nasional 
yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. 
“Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan 
pemerintah pusat dan daerah dilakukan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan 
dan tugas pembantuan”.7 
2. Landasan Pelaksanaan Otonomi Daerah 
a. Asas pemerintahan daerah 
Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas-asas sebagai berikut: 
1. Asas sentralisasi. 
2. Asas desentralisasi. 
3. Asas dekonsentrasi. 
4. Asas pembantuan.8 
Asas sentralisasi yaitu pemusatan penyelenggaraan pemerintahan pada 
pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintah yang terpusat menyebabkan 
pemerintah daerah sebatas melaksanakan program-program dari pusat. 
                                                             
7 Deddy Bratakusuma Supriady, Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah,(Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.),h.169. 
8 Sri Murtono, Hassan Suryono, Martiyono. Pendidikan Kewarganegaraan 3, (2006),h. 39. 
12 
 
 
 
Asas desentralisasi adalah penyerahan sejumlah wewenang pemerintah dari 
pemerintah pusat yang lebih tinggi kepada daerah otonom yang lebih rendah dalam 
kerangka NKRI. Asas desentralisasi dimaksudkan agar terwujud sistem pemerintahan 
yang efisien. Tujuan asas desentralisali yaitu, mencegah pemusatan keuangan  dan 
mengikutsertakan rakyat secara bertanggung jawab dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. 
Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang 
dari pemerintah pusat kepada wilayah atau intansi yang lebih rendah, misalnya 
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di provensi. 
Asas pembantuan adalah penugasan pemerintah pusat ke daerah atau dari 
pemerintah daerah ke desa untuk tugas tertentu dan wajib bertanggung jawab atas 
tugas tertentu tersebut kepada yang memberikan tugas. 
b. Asas otonomi daerah. 
1. Asas otonomi daerah di dasarkan pada perubahan kedua UUD 1945 yang 
dapat dilihat pada Bab IV Pasal 18 sampai dengan pasal 18B 
2. Berdasarkan Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi 
daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang 
berkeadialan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka 
NKRI 
3. Menindak lanjuti Tap MPR No. XV/MPR/1998 adalah UU RI No. 22 Tahun 
1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian di perbaiki menjadi UU 
No. 32 Tahun 2004.9 
3. Syarat-syarat Pembentukan Otonomi Daerah 
 Syarat-syarat pembentukan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 pasal 5, antara lain: 
a. Administrasi 
1. Untuk provensi meliputi persetujuan DPRD provensi dan Gubernur. 
                                                             
9 Aim Abdulkarim, Pendidikan Kewarganegaraan:Membangun Warga Negara Yang 
Demokratis,(Bandung: Grafido Media Pratama, 2006.), h. 44-45. 
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2. Untuk kabupaten/kota meliputi persetujuan DPD kabupaten/kota dan 
bupati/walikota 
b. Teknis, meliputi faktor sebagai berikut: 
1.  Kemampuan ekonomi 
2.  Potensi daerah 
3.  Sosial politik 
4.  Sosial budaya 
5.  Kependudukan 
6.  Luas daerah 
7.  Pertahanan 
8.  Keamanan 
9.  Faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah 
c. Fisik, meliputi: 
1. Paling sedikt 5 kabupaen/kota untuk pembentukan provensi 
2. Paling sedikit 4 kecamatan untuk pembentukan kabupaten 
3. Paling sedikit 4 kecamatan untuk pembentukan kota.10 
4. Tujuan Otonomi daerah 
Kebijakan otonomi daerah lahir dengan tujuan “untuk membebaskan 
pmerintah pusat dari beban yang tidak perlu, mendorong kreativitas pemerintah 
daerah dan masyarakat daerah dalam mengejar kesejahteraan”.11 Menurut Dayanto 
dan Asma Karim tujuan pemberian otonomi kepada daerah setidak-tidaknya akan 
meliputi  empat aspek sebagai berikut: 
                                                             
10 Wahyu Widodo, Budi Anwari, Maryanto,Pendidikan Kewarganegaraan Pengantar 
Teori,(Yogyakarta: ANDI,2015.), h.196-197. 
11 Syamsuddin  Haris,Desentralisasi dan Otonomi Daerah:Desentralisasi, Demiktratisasi, 
dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah,(Jakarta:LIPI Prees, 2007.), h. 23. 
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a. Dari segi politik adalah mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi 
masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung 
politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan proses demokrasi 
di lapisan bawah. 
b. Dari segi manajemen pemerintahan, adalah untuk lebih meningkatkan daya guna 
penyelenggara pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap 
masyarakat dengan memperluar jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan 
masyarakat. 
c. Dari segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan 
kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan masyarakat, 
sehingga masyarakat makin mandiri dan tidak terlalu bergantung pada pemberian 
pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat. 
d. Dari segi ekonomi pembangunan, adalah untuk melancarkan pelaksanaan program 
pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat.12 
 
C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan 
antara pemerintah pusat dan daerah, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
adalah: 
“ penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya 
sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 
Menurut Santoso, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “sumber 
penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah 
sebagai biaya penyelenggeraan pemerintah dan pembangunan daerah”.13 Beberapa 
pengertian dapat disimpulkan bahwa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 
penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang 
dipungut berdasarkan peraturan daerah yang  sesuai dengan perundang-undangan 
                                                             
12 Dayanto, Asma Karim,Peraturan Daerah Responsif:Fondas Teoritik dan Pedoman 
Pembentukanya,(Yogyakarta: Deepubliss, 2015.),h. 194-195. 
13 Bagus Santoso, Pengatar Ilmu Hukum Pajak,(Bandung: Citra Umbara, 1995.),h. 20. 
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yang berlaku yang digunakan sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan daerah. 
  Berbagai peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus 
dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, baik pendapatan yang diperoleh dari 
pemerintah pusat maupun pendapatan yang berasal dari masnyarakat. Pengembangan 
berbagai jenis pungutan, baik pajak maupun retribusi daerah dilakukan berdasarkan 
kenyataan secara ekonomis. Dengan Pendapatan Asli Daerah yang lebih mandiri, 
maka daerah provensi dapat mengalokasikan anggaran untuk mendukung serta 
mensinergikan pembangunan perekonomian daerah kabupaten/kota. Hal ini 
disebabkan karena daerah dapat melakukan penataan anggaran yang lebih fleksibel, 
dalam artian sesuai dengan kebutuhan masnyarakat di daerah terutama dalam 
penggunaan anggaran untuk menunjang pembangunan perekonomian kerakyatan. 
  Peningkatan PAD dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:14 
1. Intensifikasi , melalui upaya. 
a. Pendataan dan penerimaan obyek  dan subjek pajak dan retribusi daerah. 
b. Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan 
untuk dialihkan menjadi retribusi. 
c. Mengintensifikasi penerimaan retribusi daerah yang ada. 
d. Memperbaiki prasarana dan sarana pungutan yang belum memadai. 
2. Penggalian sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi). 
3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 
 Sedangkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:15 
1. Pendapatan Asli Daerah sendiri antara lain: 
a. Hasil pajak daerah. 
b. Hasil retribusi daerah. 
c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. 
                                                             
14 Soekarwo, Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah, (Surabaya:Airlangga Unerversity 
Press, 2003.),h. 92. 
15 Eeng Ahmad, Epi Indriani,Membina Kompetensi Ekonomi,(Bandung: Grafindo Media 
Pratama,2007.), h.46. 
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d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.  
2. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah antara lain:16 
a. Sumbangan pemerintah 
b. Sumbangan lain yang di atur dengan peraturan perundang-undangan 
c. Lain-lain pendapatan yang sah misalnya pemberian dari pihak ketiga kepada 
pemerintah daerah. 
 
D. Pajak Daerah 
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat 
prestasi kembali yang langsung di tunjuk dan yang gunanya adalah “untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk 
menyelenggarakan pemerintahan”.17 Sedang pajak daerah  adalah iuran wajib yang 
wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tampa imbalan 
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 
Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi 
salah satu sumber pembiayaan penyelenggara pemerintahan dan pembangunan 
daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.Dengan 
demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur urusan 
rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah di tetapkan 
dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi 
daera yaitu: 
                                                             
16 Hamdan  Aini,Perpajakan,(Jakarta:Bumi Aksara, 1991.),h.191. 
17 Untung  Sukardji,Pajak Pertambahan Nilai  Edisi Revisi 2014,(Jakarta: Rajawali 
Press,2014.),h.1. 
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  “Daerah kabupaten/kota di beri peluang dalam menggali potensi  sumber-
sumber keuangannya dengan menetapkan jenis  pajak selain yang telah 
ditetapkan dan sesuai denganaspirasi masnyarakat”.18 
Pajak daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang potensial untuk 
membangun suatu daerah jika di kelola dengan baik. Adapun jenis-jenis pajak antara 
lain sebagai berikut: 
1. Pajak provensi antara lain: 
a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 
b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 
c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 
d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. 
2. Pajak kabupaten antara lain: 
a. Pajak hotel 
b. Pajak restoran 
c. Pajak hiburan 
d. Pajak reklame 
e. Pajak penerangan jalan 
f. Pajak pengambilan bahan galian golongan c 
g. Pajak parkir.19 
 
E. Retribusi Daerah 
Retribusi daerah adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah 
daerah untuk pentingan pribadi atau badan”.20 Beberapa unsur yang melekat pada 
retribusi sama dengan unsur yang melekat pada pajak, yaitu “retribusi dipungut oleh 
                                                             
18 Ahmad Yani,Hubungan Keuangan Antara pemerintahan pusat dan Daerah di Indonesia, 
(Jakarta: Rajawali Press,2002.),h. 45-46. 
19 Ahmad  Yani,Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.  
ED. Revisi,(Jakarta:Rajawali Press,2009.),h.54-56. 
20 Sugianto, Pajak dan Retribusi Daerah :pengelolaan pemerintah daerah dalam aspek 
keuangan,pajak, dan retribusi daerah, (Jakarta: Grasindo,2008.),h.2. 
18 
 
 
 
pemerintah pusat dan daerah, retribusi di pungut berdasarkan undang-undang, dan 
hasil pemungutan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan”.21 
Retribusi daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
retribusi daerah dibagi menjadi 3 yaitu: 
1. Retribusi jasa umum  
2. Retribusi jasa usaha 
3. Retribusi perizinan tertentu 
Retribusi jasa umum yaitu retribusi yang disediakan atau di berikan 
pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat di 
nikmati orang pribadi atau umum.  Jenis-jenis retribusi jasa umum antara lain yaitu: 
a. Retribusi pelayanan kesehatan 
b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 
c. Retriusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil 
d. Retribusi pelayanan pemakaman mayat 
e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 
f. Retribusi pelayanan pasar 
g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor 
h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran 
i. Retribusi pengujian kapal perikanan  
Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa usaha yang disediakan 
pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karna pada dasrnya dapat pula 
disediakan sektor swasta. Janis-jenia retribusi jasa usaha yaitu: 
a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah. 
b. Retribusi pasar grosir dan pertokoan. 
c. Retribusi tempat pelelangan. 
                                                             
21 Herry  Purwono,Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak, (Erlangga. 2010.), h. 7. 
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d. Retribusi terminal. 
e. Retribusi tempat khusus parkir. 
f. Retribusi tempat penginapan. 
g. Retribusi penyedotan kakus. 
h. Retribusi rumah potong hewan. 
i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal. 
j. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga. 
k. Retribusi penyeberangan di atas air. 
l. Retribusi pengolahan limbah cair. 
m. Retribusi penjualan produksi usaha daerah. 
Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah 
daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas 
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 
sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan.  Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu yaitu: 
a. Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah. 
b. Retribusi izin mendirikan bangunan. 
c. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. 
d. Retribusi izin gangguan. 
e. Retribusi izin trayek. 
Adapun subjek dan objek retribusi daerah antara lain: 
1. Subjek retribusi daerah yaitu: 
a. Subjek retribusi jasa umum adalah pribadi atau badan yang menggunakan 
pelayanan jasa umum yang bersangkutan. 
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b. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan 
pelayanan jasa usaha yang bersangkutan 
c. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang 
memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. 
2. Objek retribusi daerah yaitu: 
a. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan 
Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 
dapat dinikmati orang pribadi atau badan. Pelayanan yang termasuk jasa umum 
antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan sampah, pelayanan parkir di tepi 
jalan umum dan pelayanan pasar. 
b. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah 
dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan 
sektor swasta. Jasa ini antara lain retribusi terminal, retribusi pemakaian 
kekayaan daerah, retribusi pasar grosir atau pertokoan, retribusi tempat parkir. 
c. Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah 
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan 
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan 
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, 
dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan. Perizinan tertentu antara lain retribusi izin mendirikan 
bangunan, izintempat menjual minuman beralkohol, izin gangguan. 
 
F. Retribusi Pasar 
Sebelum melangkah jauh membahas tentang retribusi pasar, penulis terlebih 
dahulu memberikan defenisi tentang pasar, dalam Peraturan Daerah  Nomor 3 Tahun 
2001 tentang pembentukan kota menjelaskan bahwa pasar adalah: 
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“ suatu area atau lokasi tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah 
sebagai tempat jual beli barang dan jasa secara langsung dan teratur, terdiri 
atas pelataran, bangunan yang bebentuk kios, los dan bentuk bangunan 
lainnya. Sedangkan retribusi pasar adalah “pembayaran atas pelayanan 
penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran dan los yang dikelola oleh 
pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang”. 
Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis 
retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. 
Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang retribusi 
daerah, yang dimaksud pelayanan pasar adalah: 
“ fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang 
dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak 
termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, dan pihakswasta. 
Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang 
yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan 
penyediaan alat-alat pemadam kebakaran”. 
Adapun yang menjadi obyek dari retribusi pasar adalah kegiatan usaha 
perdagangan atau pengusaha yang melakukan usaha perdagangan atau transaksi yang 
dilakukan didalam pasar atau bagian luar pasar yang masuk radius 20 meter dari 
pagar luar lokasi pasar. Sedangkan yang menjadi subjek retribusi pasar adalah orang 
pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar. 
Selanjutnya untuk menjamin kelancaran pemungutan retribusi pasar, “maka 
pemerintahan menunjukan instansi dalam hal ini Dinas Pengelolah Keuangan dan 
Aset Daerah dalam hal pengelolahan, pemungutan dan pengawasan retribusi pasar 
untuk membantu Pemerintah Daerah agar dapat memenuhi sebagian dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah”.22 
                                                             
22 Habibi Rahman,Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar Baraka Di Kabupaten 
Enrekang: Skrips,(Makassar, 2011.),h. 42. 
22 
 
 
 
G. Perbedaan Pajak dan Retribusi  
Perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi terletak pada balas jasa. 
“Pembayaran pajak tidak memperoleh balas jasa secara langsung sedangkan retribusi 
memperoleh balas jasa secara langsung, contoh retribusi kebersihan dan retribusi 
parker”.23 Dalam pemikiran umum masyarakat, pumungutan pajak seringkali 
disamakan dengan retribusi. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa keduanya 
merupakan pembayaran kepada pemerintah dan dalam pemungutannya sama-sama 
didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan kuat.Pandangan ini tidak sepenuhnya 
benar karena pada dasarnya terdapat perbedaan yang besar antara pajak dan retribusi. 
Perbedaan tersebut antara lain : 
1. Kontra prestasinya. Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara 
langsung dan secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak 
kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung. 
2. Balas jasa pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran yaitu 
pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum, seluruh rakyat menikmati 
balas jasa , baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. 
Sebaliknya pada retribusi, balas jasa pemerintah berlaku khusus, hanya 
dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi. 
3. Sifat pemungutannya. Pajak besifat umum, artinya berlaku untuk semua orang 
yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara retribusi hanya 
berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang 
dapat ditunjuk. 
                                                             
23 Luvvy Sofiah, Yhudisthira Romadhon Ardiansyah,Seri Panduan Belajar Dan Evaluasi 
Ekonomi,(Jakarta: Grasindo, 2009.),h.  84. 
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4. Sifat pelaksanaannya. Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang 
berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan , yaitu setiap 
orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus 
membayar retribusi. Jadi, sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis 
sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk 
membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak, dimana sifat paksaan 
pada pajak adalah yuridis artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan 
mendapat sanksi hukuman baik berupa sanksi pidana maupun berupa denda. 
5. Lembaga atau badan pemungutnya. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah 
pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dapat dipungut 
oleh pemerintah daerah. 
 
H. Pasar 
1. Pengertian dan fungsi pasar 
Pengertian sederhana pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli 
untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa, sedangkan menurut Fuad pasar 
adalah “tempat bertemunya penjual dan pembeli, atau, lebih jelasnya, daerah, tempat, 
wilayah, area yang mengandung kekuatan permintaan dan penawaran yang saling 
bertemu dan membentuk harga”.24 Adapun fungsi pasar antara lain yaitu: 
a. Fungsi distribusi 
Pasar berperan sebagai penyalur barang dan jasa dari produsen ke konsumen  
melalui transaksi jual beli. Pihak produsen menyalurkan hasil produksinya 
melalui perantara atau para pedagang di pasar. 
b. Fungsi pembentukan harga 
Penjual yang melakukan penawaran barang dan pembeli yang melakukan 
permintaan atas barang yang di butuhkanya bertemu dengan transaksi jual beli 
                                                             
24 Fuad, Christin, Nurlela, Sugiarto, Paulus,Pengantar Bisnis,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
Utama, 2006.), h. 120. 
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dengan kesepakatan harga terlebih dahulu, biasanya, harga yang dikehendaki 
penjual lebih tinggi daripada yang di inginkan oleh pembeli, tetapi pada akhirnya 
harus ada harga yang disepakati agar transaksi terjadi.  
c. Fungsi promosi 
Pasar juga dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru dari produsen 
kepada calon konsumennya.Dengan berbagai media, pasar melakukan promosi 
agar calon konsumen tertarik dengan barang yang ditawarkanya.25 
2. Jenis-jenis pasar 
a. Menurut fisiknya 
1. Pasar konkrit (pasar nyata) adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli 
melakukan transaksi secara langsung. Barang yang diperjualbelikan juga 
tersedia di pasar, contohnya sayur dan buah-buahan. 
2. Pasar abstrak (pasar tidak nyata) adalah terjadinya transaksi antara penjual dan 
pembeli hanya melalui telepon, internet dan lain-lain berdasarkan contoh 
barang. 
b. Menurut waktunya 
1. Pasar harian adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung setiap hari dan 
sebagian barang yang diperjual belikan adalah barang keperlukan sehari-hari. 
2. Pasar mingguan adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung sekali dalam 
seminggu. Biasanya terdapat di daerah yang belum padat penduduk dan lokasi 
pemukimanya masih berjauhan. 
3. Pasar bulanan adalah pasar yang aktivitasnya sebulan sekali.  Biasanya barang 
yang diperjualbelikan adalah barang yang akan dijual kembali. 
4. Pasar tahunan adalah pasar yang aktivitasnya setahun sekali. 
 
 
                                                             
25 Mila Saraswati, Ida Widaningsih,Ilmu Pengetahuan Sosial: Gegrafi,Sejarah, 
Sosiolohi,Ekonomi,(Grafindo Media Pratama, 2008.), h. 87. 
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c. Menurut barang yang diperjualbelikan 
1. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang 
konsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. 
2. Pasar sumber daya produksi adalah pasar yang memperjualbelikan factor-
faktor produksi seperti tenaga kerja, tenaga ahli, mesin-mesin dan tanah.26 
d. Menurut luas kegiatanya 
1. Pasar setempat adalah pasar yang penjual dan pembelinya hanya penduduk 
setempat. 
2. Pasar daerah atau pasar lokal adalah pasar di setiap daerah yang 
memperjualbelikan barang-barang yang diperlukan penduduk daerah 
tersebut. 
3. Pasar nasional adalah pasar yang melakukan transaksi jual beli barang 
mencakup satu negara. 
4. Pasar internasional adalah pasal yang melakukan transaksi jual beli barang 
keperluan internasional. 
e. Menurut bentuk struktur pasar 
1. Pasar persaingan sempurna adalah pasar dengan ciri-ciri banyak terdapat 
pembeli dan penjual, barang yang diperdagangkan bersifat homogen atau 
sejenis, informasi pasar lengkap, dan harga ditentukan oleh mekanisme 
permintaan dan penawaran. 
2. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar dengan ciri-ciri penjual dan 
pembeli tidak bebas berinteraksi, penjual dan pembeli tidak mengetahui 
persis keadaan pasar, barang yang diperjualbelikan bersifat heterogen atau 
beragam. 
                                                             
26 Mila Saraswati, Ida Widaningsih,Ilmu Pengetahuan Sosial: Gegrafi,Sejarah, 
Sosiolohi,Ekonomi,(Grafindo Media Pratama, 2008.), h. 88. 
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f. Menurut sifat pembentukan harga 
1. Pasar persaingan adalah pasar yang pembentukan harga ditentukan oleh 
persaingan antara permintaan dan penawaran. 
2. Pasar monopoli adalah pasar yang penjual suatu barang di pasar hanya satu 
orang. 
3. Pasar duopoly adalah pasar yang penjualnya hanya dua orang dan menguasai 
penawaran suatu barang dan mengendalikan harga. 
4. Pasar oligopoly adalah pasar yang didalamnya terdapat beberapa penjual 
dengan dipimpin salah satu dari penjual tersebut yang mengendalikan tingkat 
harga barang. 
5. Pasar monopsoni pasar yang pembentukan harga barangnya dikendalikan 
oleh satu orang atau sekelompok pembeli. 
6. Pasar duopsoni adalah pasar yang pembentukan harga barangnya 
dikendalikan oleh dua orang atau dua kelompok pembeli. 
7. Pasar oligopsoni adalah pasar yang pembentukan harga barangnya 
dikendalikan oleh beberapa orang atau beberapa kelompok pembeli.27 
 
I. Pandangan Islam Terhadap Pajak Retribusi 
Dalam perjalanan sejarah islam yang panjang, telah dikenal beberapa 
sumber pendapatan dan keuangan Negara (al-mawarid al-maliyyah li al-dawlah). 
Sebagiannya bersifat rutin (dawriyyah) yakni zakat, Kharaj (pajak bumi), jizyah 
(pajak jaminan keamanan atas non muslim) dan ‘usyuur (pajak ekspor impor) 
sedangkan sebagian yang lain bersifat incidental (ghayr dawriyyah) yakni seperlima 
harta rampasan perang (ghanimah dan fay), seperlima hasil tambang (ma’adin) dan 
harta karun (rikaz), harta peninggalan orang yang tidak mempunyai ahli waris, harta 
temuan dan segala bentuk harta yang tidak di ketahui secara pasti siapa pemiliknya.28 
Ada dua jenis pajak dalam islam yang dinamakan oleh sebagian ahli fikih 
dari kalangan Malikiyah dengan “al-wazha-if” atau “al-kharraj“; dan di kalangan 
                                                             
27 Mila Saraswati, Ida Widaningsih,Ilmu Pengetahuan Sosial: Gegrafi,Sejarah, 
Sosiolohi,Ekonomi,(Grafindo Media Pratama, 2008.), h. 89. 
28 . Abd al-wahhab Khallaf, al-Siyasah al- Syar’iyyah, (al- Munirah: Mathba’ah al-Taqaddum, 
1977),hal.114. 
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ulama Hanafiyah dinamakan dengan “an-nawa-ib“, yaitu pengganti pajak perorangan 
dari Sulthan; sedangkan di sebagian ulama Hanabilah dinamakan dengan “al-kalf as-
sulthaniyah“, kedua jenis pajak ini terbagi menjadi : 
1. Pajak yang diambil secara ‘adil dan memenuhi berbagai syaratnya. 
2. Pajak yang diambil secara zhalim dan melampaui batas. 
Pajak yang diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat untuk 
memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa, 
sedangkan perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya 
kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian ulama telah memfatwakan 
bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan 
mashalih al-mursalah dan berdasarkan kaidah “tafwit adnaa al-mashlahatain 
tahshilan li a’laahuma” (sengaja tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil dalam 
rangka memperoleh mashalat yang lebih besar) dan “yatahammalu adl-dlarar al-
khaas li daf’i dlararin ‘aam” (menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka 
menolak kerugian yang lebih besar). 
Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hamid al-Ghazali dalam al-Mustashfa 
dan asy-Syatibhi dalam al-I’tisham ketika mengemukakan bahwa jika kas Bait al-
Maal kosong sedangkan kebutuhan pasukan bertambah, maka imam boleh 
menetapkan retribusi yang sesuai atas orang-orang kaya. Sudah diketahui bahwa 
berjihad dengan harta diwajibkan kepada kaum muslimin dan merupakan kewajiban 
yang lain di samping kewajiban zakat. Allah SWT berfirman Q.S Al-Hujurat 49/15: 
                         
                  
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Terjemahnya: 
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang 
percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak 
ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka 
pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar.29 
dan firman-Nya Q.S At-Taubah 9/41: 
                              
      
Terjemahnya: 
Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan 
berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu 
adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.30 
 
Ayat diatas bahwa berjihad dengan harta diwajibkan kepada kaum muslimin 
dan merupakan kewajiban yang lain di samping kewajiban zakat. Dengan demikian, 
salah satu hak penguasa kaum muslimin adalah menetapkan berapa besar beban 
berjihad dengan harta kepada setiap orang yang mampu. Hal ini sesuai dengan apa 
yang dikemukakan oleh pengarang Ghiyats al-Umam dan juga pendapat An Nawawi 
dan ulama Syafi’iyah yang lain, dimana mereka merajihkan pendapat bahwa kalangan 
kaya dari kaum muslimin berkewajiban membantu kaum muslimin dengan harta 
selain zakat. Termasuk pemungutan dari berbagai fasilitas umum yang bermanfaat 
bagi seluruh individu masyarakat, yaitu (yang memberikan) manfaat kepada seluruh 
masyarakat dan perlindungan mereka dari segi keamanan (militer) dan ekonomi yang 
tentunya membutuhkan biaya (harta) untuk merealisasikannya sementara hasil dari 
zakat tidak mencukupi. Bahkan, apabila dakwah kepada Allah Swt dan penyampaian 
risalah-Nya membutuhkan dana, (maka kewajiban pajak dapat diterapkan untuk 
memenuhi keperluan itu), karena merealisasikan hal tersebut merupakan kewajiban 
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30 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan. (Tanggerang: Lentera Hati, 2002), h. 187 
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bagi tokoh kaum muslimin dan biasanya seluruh hal itu tidak dapat terpenuhi dengan 
hanya mengandalkan zakat. Kewajiban tersebut hanya bisa terealisasi dengan 
penetapan pajak di luar kewajiban zakat. Oleh karena itu, kewajiban ini ditopang 
kaidah “maa laa yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib“, sesuatu dimana sebuah 
kewajiban tidak sempurna kecuali denganya, maka sesuatu itu bersifat wajib. 
Setiap individu yang memanfaatkan fasilitas umum yang telah disediakan 
oleh pemerintah Islam untuk dimanfaatkan dan untuk kemaslahatan individu, maka 
sebaliknya sudah menjadi kewajiban setiap individu untuk memberi kompensasi 
dalam rangka mengamalkan prinsip “al-ghurm bi al-ghunm”, tanggungan kewajiban 
seimbang dengan manfaat yang diambil. Namun, ketetapan ini terikat dengan 
sejumlah syarat, yaitu :31 
1. Bait al-maal mengalami kekosongan dan kebutuhan negara untuk menarik 
pajak memang sangat dibutuhkan sementara sumber pemasukan negara yang 
lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak ada. 
2. Pajak yang ditarik wajib dialokasikan untuk berbagai kepentingan umat 
dengan cara yang adil. 
3. Bermusyawarah dengan ahlu ar-ra’yi dan anggota syura dalam menentukan 
berbagai kebutuhan negara  yang membutuhkan dana tunai dan batas 
maksimal sumber keuangan negara dalam memenuhi kebutuhan tersebut 
disertai pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian dana tersebut 
dengan cara yang sejalan dengan syari’at. 
Pajak jenis ini, yang dibagikan secara adil dan dengan cara yang benar telah 
disebutkan oleh para ahli fikih empat madzhab dengan penamaan yang berbeda-beda 
sebagaimana hal ini didukung oleh perbuatan ‘Umar in al-Khathab radliallahu ‘anhu 
di masa kekhalifahannya, dimana beliau mewajibkan pajak sebesar 10% kepada para 
pedagang ahlu al-harb, sedangkan untuk pedagang ahlu adz-dzimmah sebesar 5%, 
dan 2,5% bagi pedagang kaum muslimin. 
                                                             
31 . Muhammad Nur Ichwan Muslim.Pajak Dalam Islam. Jurnal Pesantren Mahad Al ‘ilmi, 
2011. Vol.2. 
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Sedangkan pajak jenis kedua yang diambil secara tidak wajar dan zhalim, 
maka hal itu tidak lain merupakan bentuk penyitaan sejumlah harta yang diambil dari 
pemiliknya secara paksa tanpa ada kerelaan darinya. Hal ini menyelisihi prinsip 
umum syari’at Islam yang terkait dengan harta, yaitu hukum asal dalam permasalahan 
harta adalah haram diganggu karena berpedoman pada dalil-dalil yang banyak, 
diantaranya adalah firman Allah SWT dalam surah Q.S. An-Nisa’ 4/29: 
 
          
Terjemahnya: 
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan cara yang batil.32 
Dan sabda nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: 
لا   لحي لام ئرما ملسم   لاإ بيطب سفن هنم  
Terjemahnya: 
Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari jiwanya 
(HR. Imam Ahmad) 
Berdasarkan ayat dan hadis ini, yang mencela para pemungut pajak dan 
mengaitkannya dengan siksa yang berat, semuanya dibawa kepada makna pajak yang 
diberlakukan secara tidak wajar dan zhalim, yang diambil dan dialokasikan tanpa hak 
dan tanpa adanya pengarahan. Hal ini berarti pegawai yang dipekerjakan untuk 
memungut pajak dipergunakan oleh para raja dan penguasa serta pengikutnya untuk 
memenuhi kepentingan dan syahwat mereka dengan mengorbankan kaum fakir dan 
rakyat yang tertindas.  
Berbagai pajak yang tidak wajar diwajibkan oleh beberapa pemerintahan 
pada saat ini di tengah-tengah manusia dan atas kaum fakir, khususnya kaum 
                                                             
32 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan. (Tanggerang: Lentera Hati, 2002), h. 79 
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muslimin. Kemudian, pajak tersebut disetorkan kepada para pemimpin, penguasa dan 
kalangan elit, yang pada umumnya digunakan untuk memenuhi syahwat dan 
kesenangan mereka dan hal itu tertuang dalam berbagai protokol resmi kenegaraan 
ketika menerima tamu dari kalangan para raja dan pemimpin. Demikian pula pajak 
tersebut dialokasikan untuk mendanai berbagai pesta dan festival yang di dalamnya 
terdapat kemaksiatan dan minuman keras, mempertontonkan aurat, pertunjukan 
musik dan tari serta kegiatan batil lainnya yang jelas-jelas membutuhkan biaya yang 
mahal. 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka seorang muslim yang peduli akan 
agamanya berkewajiban menjauhi segala bentuk keharaman dan kemaksiatan serta 
menjauhkan diri dari setiap pekerjaan yang justru akan memperbanyak dosa dan 
mengotori harta yang dimilikinya. Sebagaimana dia berkewajiban untuk tidak 
menjadi alat dan perantara untuk memaksa dalam tindak kezhaliman yang digunakan 
oleh para pelakunya dalam  membebani manusia dengan berbagai pungutan harta. 
Adapun penetapan pajak di samping zakat, apabila tidak ditemukan sumber 
keuangan untuk memenuhi suatu kebutuhan negara kecuali dengan adanya penetapan 
pajak, maka boleh memungut pajak bahkan hal itu menjadi wajib dengan syarat kas 
Bait al-Maal (kas negara) kosong, dialokasikan dan didistribusikan dengan benar dan 
‘adil.  
 
J. Ekonomi Islam 
1. Pengertian Ekonomi Islam  
Istilah Ekonomi berasal dari bahasa yunani kuno (Greek) yaitu oicos dan 
nomos yang berarti rumah dan aturan (mengatur urusan rumah tangga). Menurut 
istilah konvensional, ekonomi berarti “aturan untuk menyelengarakan kebutuhan 
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hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat, maupun rumah 
tangga Negara”.33 
Dalam bahasa Arab, ekonomi dinamakan al- muamalah al- mad-diyah, yaitu 
“aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan 
hidupnya. Disebut juga al-iqtishad, yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia 
dengan hemat, dan cermat. Secara istilah, pengertian ekonomi islam dikemukakan 
dengan redaksi yang beragam di kalangan para pakar ekonomi islam”.34Menurut 
Mohammad Nejatullah Shiddiqi, ekonomi islam adalah “jawaban dari pemikir 
muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini 
mereka dibantu oleh Al- Qur’an dan sunnah Nabi, akal pikiran, dan 
pengalaman”.35Sedangkan M.M. Metwally mendefenisikan bahwa ekonomi islam 
adalah “ilmu yang mempelajari perilaku muslim ( orangyang beriman ) dalam suatu 
masyarakat islam yang mengikuti Al-Qur’an, hadis Nabi,  ijma, dan qiyas”.36 
Secara garis besar, pembahasan ekonomi mencakup tiga hal, yaitu ekonomi 
sabagai usaha hidup dan pencaharian manusia, ekonomi dalam rencana suatu 
pemerintahan, dan ekonomi dalam teori dan pengetahuan. Ekonomi dipandang pula 
sebagai suatu yang berkenaan dengan kebutuhan manusia dan sarana-sarana  
pemenuhanya yang berkenaan dangan produksi barang dan jasa sebagai sarana 
pemuas kebutuhan. Dengan kata lain, kebutuhan dan sarana- sarana pemuasnya dikaji 
secara tak terpisah satu dengan yang lain, karena keduanya saling berkaitan secara 
                                                             
33 Abd. Allah Zaki al-Kaf, Ekonomi Dalam Perspektif Islam, ( Bandung: Pustaka Setia, 
2002.), h. 19. 
34 Idri, Hadis Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2015.),h.2. 
35 M. Umer Chapra, Lanscape Baru Perekonomian Masa Depan,Terjemah  oleh Amdiar 
Amin dkk,(Jakarta: SEBI,2001.),h. 146. 
36 M.M. Metwally, Islamic Economic: Theory and Practice, ( Jakarta: PT Daya Bangkit 
Insana, 1995.),h. 1.  
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sinergis. “Pembahasan distribusi barang dan jasa menjadi satu dengan pembahasan 
produksi barang da jasa”.37 
 
2. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam 
Nilai dasar ekonomi islam berbeda dengan nilai dasar ekonomi kapitalis dan 
sosialis. Sedangkan ekonomi islam didasarkan pada nilai-nilai luhur yang ditemukan 
dalam sumber-sumber  ajaran islam seperti ayat Al-Qur’an, hadis-hadis Nabi, ijma’ 
para ulama dan qiyas. Dari sumber-sumber ini, kita bisa memperoleh nilai-nilai dasar 
ekonomi islam, termasuk nilai-nilai moralitas seperti merayu manusia kepada 
kebenaran dan kebaikan, kesabaran dan akhlak, serta mencegah mereka dari 
kepalsuan dan kemungkaran. Demikian pula, “islam menyuruh mereka membantu 
orang miskin dan melarang mereka berbuat zholim, melanggar hak orang lain dan 
menumpuk harta secara tidak halal”.38 Adapun nilai-nilai dasar dalam ekonomi islam 
yaitu: 
1. Ketuhanan (Tauhid) 
Konsep ketuhanan atau tauhid, dalam ajaran ada dua, yaitu tauhid rububiyyah 
dan tauhid uluhiyyah. Kata rububiyyah berasal dari kata rabb yang berarti 
menciptakan, memelihara, dan mengatur. Tauhid rububiyyah berkenaan 
dengan Allah Swt sebagai tuhan, pencipta dan pengatur alam semesta. 
Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam surah QS. Al-Baqarah 2/29: 
 
 
                                                             
37 Idri, Hadis Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2015.),h.3-4. 
38 Muhammad Baqir al- Shadr, Keunggulan Ekonomi Islam: Mengkaji Sistem Ekonomi Barat 
Dengan Kerangka Pemikiran Sistem Ekonomi Islam, ( Jakarta: Pustaka Zahra ,2000.),h. 169. 
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                      
                 
 
Terjemahnya; 
“ Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk 
kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya 
tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.”39 
Sedangkan tauhid uluhiyyah yang berarti mengesakan Allah, tidak 
menyekutukan sesuatu apa pun dengannya. Tauhid  uluhiyyah berkenaan 
dengan kewajiban manusia untuk menyembah  hanya kepada Allah 
sebagaimana dimaksudkan dalam surah Q.S. Al-Dzariyat 51/56: 
 
               
 
Terjemahnya; 
“ Dan aku tidak mencipakan menusia dan jin kecuali untuk 
beribadah (menyembah) kepada- ku.”40 
2. Kenabian (Nubuwwah) 
Kenabiaan (nubuwwah) merupakan sifat yang diberikan Allah kepada 
manusia pilihanya karena mereka memiliki keistimewaan dan kemampuan 
khusus yang tidak dimiliki manusia lain berupa wahyu dan mukjizat yang 
membuktikan kebenaran ajaran yang mereka bahwa. Kenabian merupakan 
salah satu nilai dasar ekonomi islam a akar  fungsi Nabi Muhammad SAW 
yang sentral dalam kesempurnaan ajaran islam. Dalam diri Nabi bersemayam 
sifat-sifat luhur yang layak menjadi panutan setiap pribadi muslim, termasuk 
                                                             
39 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan. (Tanggerang: Lentera Hati, 2002), h. 4 
40 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan. (Tanggerang: Lentera Hati, 2002), h. 525 
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dalam aktivitas ekonomi. Nilai dasar ekonomi dalam konsep nubuwwah 
terlihat pada sifat wajib rasul yaitu,  pertama shiddiq (benar dan jujur), kedua 
amanah (dapat dipercaya), ketiga fathanah (cerdas), keempat tabliq 
(menyampaikan ajaran islam). 
3. Pemerintahan (khilafah) 
Manusia merupakan makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang 
paling baik, sesuai dengan hakikat wujud manusia sebagai khalifah dalam 
kehidupan manusia, yakni melaksanakan tugas kekhalifaan  dalam kerangka 
pengabdian kepada sang maha pencipta. Di muka bumi, manusia diberi 
amanah untuk memberdayakan seisi alam raya dengan sebaik-baiknya demi 
kesejahteraan seluruh mahluk. Terkait dengan khilafah  dalam hubungannya 
dengan ekonomi islam, yaitu persaudaraan universal, sumber daya alam 
merupakan amanat, gaya hidup sederhana, dan kemerdekaan manusia. 
4. Keadilan (‘Adl) 
Nilai keadilan merupakan konsep universal yang secara khusus berarti 
menempatkan sesuatu pada posisi dan porsinya. Kata adil dalam hal ini 
“bermakna tidak berbuat zhalim kepada sesama manusia, bukan berarti sama 
rata sama rasa”.41 
5. Pertanggungjawaban (Ma’ad) 
Segala sesuatu yang dilakukan manusia nantinya akan dimintai pertanggung 
jawabanya di akhirat kelak. “Islam mengajarkan bahwa kehidupan manusia di 
dunia hanya sementara, ada kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini”.42 
                                                             
41 Adimarwan A Karim, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontenporer, (Jakarta:  Gema Insani 
Press, 2003.),h.  176. 
42 B. Taman Ali dkk, Ekonomi Syariah Dalam Sorotan, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2003.),h. 
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Konsep ma’ad mengerjakan kepada manusia bahwa segala perbuatan yang 
mereka lakukan, apa pun motifnya, akan mendapat balasan. Karena itu, tidak 
selayaknya manusia melakukan aktivitas duniawi, termasuk bisnis, semata-
mata untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan akibat negatif dari 
aktivitas itu di akhirat kelak. 
 
3. Sumber Hukum Ekonomi Islam 
Pada dasarnya ada empat  sumber-sumber hukum islam yaitu: 
a. Al- Qur’an 
Terdapat banyak ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang pelaksanaan ekonomi 
islam. Islam mengakui semua kegiatan ekonomi manusia yang halal dan sesuai 
dengan jiwa islam, misalnya hutang piutang yang di jelaskan dalam surah Q.S 
Al-Baqrah  2/282: 
 
                           
                         
                                
                                 
                               
                           
                              
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                             
                        
                             
            
Terjemahnya; 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalahtidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia 
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa 
yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. 
jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 
(keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka 
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah 
dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak 
ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang 
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa 
Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan 
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu 
jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 
membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih 
menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 
keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu 
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada 
dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah 
apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 
menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya 
hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada 
Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala 
sesuatu.”43 
Bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa 
menyewa dan sebagainya. 
 
                                                             
43 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan. (Tanggerang: Lentera Hati, 2002), h. 189 
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b. Hadis dan Sunnah 
Tak sedikit pula hadis dan sunnah Rasul yang  mengindikasikan  adanya 
pengaturan dalam berperilaku ekonomi secara islami. Rasulullah SAW bersabda: 
Dari Abu Hurairah, ra., ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: emas dengan 
emas itu harus sesuai timbangan dangan timbangannya, dan sesuai pula harga 
dan karatnya. Dan perak harus sesuai timbangan dengan timbangannya dan 
harga dengan harganya.Barang siapa yang minta ditambah, maka itu riba”. 
(HR. Imam Muslim).44 
 
c. Ijma’ 
Pengertian ijma’ secara etimologi  adalah kesepakata atau ketetapan hati untuk 
melakukan sesuatu, sedangkan secara istilah ijma’ menurut Jumhur ulama ushul 
fiqih merumuskan ijma’dengan “kesepakatan para mujtahid dari umat 
Muhammad Saw pada suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah Saw. Terhadap 
suatu hukum syara”.45 Salah satu contoh ijma dalam ekonomi islam yaitu  
mengharamkan bunga bank dalam segala bentuknya dan bunga bank itu adalah 
riba tanpa diragukan sedikitpun. 
d. Ijtihad atau Qiyas 
Ijtihad adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk 
memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Qur'an dan Hadist 
dengan syarat menggunakan akal sehat dan juga pertimbangan matang. 
                                                             
44 Al Hafiz Ibn Hajar AL Asqalani, Bulughul Maram, terj.Moh. Machfuddin Aladip, 
Terjemahan Bulughul Maram,(Semarang: Toha Putra),h.411.  
45 Wahbah al-Zuhaili, Ushul Al Fiqh Al Islami, (Beirut: Dar Al Fikr, 1986),hal.490. 
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BAB III 
METODE PENILITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif 
kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat 
individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan adanya suatu 
gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Creswel mendefinisikan penelitian 
kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan 
memahami suatu gejala sentral.46Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
bertujuan untuk mendapatkan data-data berdasarkan keadaan yang ada, hasil 
wawancara langsung dengan informan dan dari dokumen-dokumen yang ada. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung 
jawabkan data yang diperoleh. Untuk itu peneliti memilih lokasi di Pasar Baraka Kab. 
Enrekang. 
Pasar Baraka merupakan salah satu pasar terbesar di antara beberapa pasar 
besar lainnya yang tersebar di Kabupaten Enrekang. Pasar ini dianggap sudah 
mewakili karakteristik pasar-pasar lainnya, inilah yang menjadi alasan peneliti 
memilih Pasar Baraka sebagai lokasi penelitian. 
 
                                                             
46  Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulanya, (Jakarta: 
Grasindo, 2010), h. 7. 
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C. Fokus Penelitian 
Penentuan fokus penelitian adalah hal yang penting dalam penelitian 
kualitatif, hal ini karna fokus merupakan titik pusat yang obyek penelitian. Penentuan 
fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus membatasi 
studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi 
lebih layak. Kedua, penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-inklusi 
untuk menjaring informasi yang mengalir masuk.47 
Fokus penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu  Peranan  
retribusi Pasar Baraka yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan 
dan pengawasan yang dilakukanoleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kab. Enrekang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab. 
Enrekang. 
 
D. Informan 
Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang 
yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk 
memperoleh data secara representatif, maka diperlukan informan kunci yang 
memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Adapun 
informan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Pejabat Kantor Dinas Pengelolahan Keungan dan Aset Daerah di Kabupaten. 
2. Enrekang yang melaksanakan fungsi sebagai pengelola Keuangan Daerah. 
                                                             
47  Rahel Widiawati Kimbal, Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil Sebuah Studi 
Kualitatif, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 65. 
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3. Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pasar Baraka di Kabupaten 
Enrekang. 
4. Wajib Retribusi. 
5. Kolektor. 
 
E. Jenis Dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data yaitu: 
1. Data primer 
 Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung pada sumber data yaitu 
dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara dan pengamatan 
atau observasi pada informan. 
2. Data sekunder 
Data sekunder yaitu data yang berasal dari buku-buku, literatur, dokumen, 
laporan maupun arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer. 
 
F. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1.  Wawancara 
Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini     
dilakukan oleh dua orang yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan 
dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam 
penelitian ini wawancara dilakukan secara bebas terpimpin yaitu dengan cara 
menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi 
dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan 
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kondisi diluar pedoman pertanyaan yang telah dibuat dengan tidak 
menyimpang dari tujuan semula, yaitu melakukan penelitian untuk 
mendapatkan data-data yang diperlukan. 
2 Observasi 
Observasi yakni metode ini menitikberatkan pada pengamatan langsung ke 
lokasi penelitian guna melihat dan mengetahui secara pasti mengenai 
penerimaan retribusi pasar Baraka di Kab. Enrekang.. 
3 Studi Dokumen (Dokumentasi) 
Studi dokumen yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana 
dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang 
akan diteliti baik berupa literatur, laporan tahunan, majalah, jurnal, tabel, 
karya tulis ilmiah dokumen peraturan pemerintah dan Undang-Undang yang 
telah tersedia pada lembaga yang terkait dipelajari, dikaji dan disusun 
sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi 
berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan.  
 
G. Teknik Analisis Data 
Bogdan dan Taylor mendefinisikan bahwa analisa data merupakan proses 
yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis 
(ide) seperti yang disarankan oleh data-data sebagai usaha untuk memberikan bantuan 
pada tema dan hipotesis itu.48 Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan 
adalah deskriptif analisis yang merupakan deskripsi mengenai pengelolaan 
                                                             
48  Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).h. 
103. 
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penerimaan retribusi Pasar Baraka di Kab.Enrekang dalam meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan empat 
tahap yaitu sebagai berikut: 
1. Pengumpulan Data 
Peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan 
wawancara, dan dokumentasi. 
2. Reduksi Data 
reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan penelitian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari 
catatan-catatan tertulis dilapangan.49 Dari pengumpulan data diperoleh baik 
dari hasil wawancara, dan dokumentasi kemudian direduksi dan di masukkan 
kedalam pola kategori, fokus, atau tema yang sesuai. 
3. Sajian Data 
Hasil reduksi data tersebut kemudian disajikan secara tertentu untuk masing-
masing pola atau tema yang hendak dipahami atau dimengerti duduk 
persoalannya. Akhirnya peneliti menarik kesimpulan awal dari hasil 
pemahaman dan pengertian tersebut. Sajian data adalah kesimpulan informasi 
tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 
pengambilan tindakan. 
4. Kesimpulan/Verifikasi 
Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang 
utuh. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Dalam 
                                                             
49  Mathew B Miles, Analisis Data Kualitatif :penerjemah, Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: 
Universitas Indonesisa, 1992).h, 16. 
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penarikan kesimpulan ini, didasarkan pada reduksi data dan sajian data yang 
merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. 
Untuk mengetahui besarnya kontribusi pasar terhadap Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), maka peneliti dapat menggunakan rumus sebagai berikut: 
 
𝐾𝑃𝑅 =
𝑃𝑅𝑡ℎ
𝑃𝐴𝐷𝐹𝑡ℎ
𝑥100% 
Keterangan: 
𝐾𝑃𝑅  :Kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli  Daerah (PAD) 
𝑃𝑅𝑡ℎ  :Penerimaan retribusi pasar 
𝑃𝐴𝐷𝐹𝑡ℎ :Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Lokasi Penelitian  
1. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian. 
Sejak abad XIV, daerah ini disebut MASSENRENPULU yang artinya 
meminggir gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan Enrekang dari 
ENDEG yang artinya NAIK atau PANJAT dan dari sinilah asal mulanya sebutan 
ENDEKAN. Masih ada arti versi lain yang dalam pengertian umum sampai saat 
ini bahkan dalam Adminidtrasi Pemerintahan telah dikenal dengan nama 
“ENREKANG” versi Bugis sehingga jika dikatakan bahwa Daerah Kabupaten 
Enrekang adalah daerah pegunungan, sudah mendekati kepastian sebab jelas 
bahwa Kabupaten Enrekang terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit sambung 
menyambung mengambil ± 85 % dari seluruh luas wilayah yang luasnya ± 
1.786,01 km². 
 
2. Keadaan Geografis dan Kondisi Topografi. 
Kabupaten Enrekang termasuk dalam salah satu wilayah dalam Provinsi 
Sulawesi Selatan yang secara astronomis terletak pada 3° 14’ 36” - 3° 50’ 00” LS 
dan 119° 40’53” - 120° 06’ 33” BT dan berada pada ketinggian 442 m dpl, dengan 
luas wilayah sebesar 1.786,01 km², dengan jarak dari ibu kota propinsi Sulawesi 
Selatan (Kota Makassar) ke kota Enrekang dengan jalan darat 235 km. Kabupaten 
Enrekang berbatasan dengan Tana Toraja di sebelah utara, di sebelah timur 
berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Sidrap, di sebelah selatan berbatasan 
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dengan Kabupaten Sidrap dan disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten 
Pinrang.50 
Kabupaten Enrekang berada di daerah pegunungan, yang secara 
administratif terbagi menjadi 12 kecamatan dan 130 Desa/kelurahan yaitu: 
a. Kecamatan Alla. 
b. Kecamatan Anggeraja. 
c. Kecamatan Enrekang. 
d. Kecamatan Masalle. 
e. Kecamatan Baroko. 
f. Kecamatan Buntu Batu. 
g. Kecamatan Baraka. 
h. Kecamatan Bungin. 
i. Kecamatan Cendana. 
j. Kecamatan Curio. 
k. Kecamatan Maiwa. 
l. Kecamatan Malua. 
Sedangkan iklim di Kabupaten Enrekang terbagi atas 2 musim yaitu 
musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan November-
Juli, sedangkan pada musim kemarau terjadi pada bulan Agustus sampai Oktober. 
Dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 yaitu 201 614 jiwa yang penduduknya 
sebagian besar memeluk agama islam dengan mata pencaharian utama pada sektor 
pertanian (± 65%). 
 
                                                             
50  Data Statistik. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017, h. 7. 
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3. Potensi Kabupaten Enrekang. 
Kabupaten Enrekang memiliki cukup sumber daya alam yang potensial 
untuk dikembangkan antara lain pertambangan, pertanian, peternakan, 
perkebunan, industri, perdagangan, pariwisata dan lain-lain. 
a. Sekor Pertambangan. 
Sesuai dengan data geologi pertambangan, Kabupaten Enrekang 
memiliki potensi endapan bahan tambang galian berupa emas dan perak, 
minya bumi dan batu bara. Potensi tambang strategis dan vital ini masih 
merupakan data indikasi, sehingga perlu ditingkatkan penelitian lebih lanjut 
agar mampu memberikan daya tarik investasi oleh investor. Jika potensi 
tambang ini layak dan menguntungkan, maka pada masa mendatang aktivitas 
dibidang pertambangan ini dapat menjadi salah satu sumber penerimaan 
pendapatan daerah yang cukup signifikan dalam jangka panjang. Bahan 
tambang galian ini tersebar pada sembilan kecamatan di Kabupaten 
Enrekang. Khususnya kandungan minyak bumi ditemukan di Kecamatan 
Alla. Kandungan batu bara terdapat di Kecamatan Baraka dan Anggeraja, 
serta kandungan Emas/Perak terdapat di Kecamatan Enrekang. 
b. Sektor Kehutanan dan Perkebunan. 
Sektor kehutanan dan perkebunan memegang peranan penting dalam 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hutan sebagai tempat kehidupan 
tanaman dan hewan, yang menyediakan sumber daya hayati bagi ummat 
manusia. Oleh karena itu kelestarian hutan perlu di jaga agar dapat 
memberikan manfaat secara optimal dan berkelanjutan. Selain itu hutan juga 
dapat memberikan kontribusi terhadap ketersediaan air  dan udara sejuk yang 
sangat dibutuhkan ummat manusia. Sebaliknya kerusakan hutan dapat dapat 
menyebabkan bencana bagi kehidupan hewan, tanaman, dan manusia. 
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Dengan begitu dapat dikatakan bahwa “kehutanan dapat memberi andil 
terhadap sektor pertanian, perdagangan, dan sektor lainnya”.51 
Kepala Dinas Kehutanan mengatakan perlunya sosialisasi 
Perda  Pengelolahan Kayu Pada Hutan Rakyat ( PKHR ) dilakukan agar 
masyarakat mengetahui perda  yang secara resmi telah di berlakukan yang 
sebelumnya merupakan Perda Izin Pengelolan Kayu Tanah Milik (IPKTM), 
sehingga tidak ada tidak ada salah pengertian dan mesyarakat mengetahui dan 
memahami perubahan pasal-pasal dari perubahan perda tersebut. Konten baru 
dalam peraturan daerah tersebut sebenarnya tak terlalu jauh dengan perda 
semula, hanya cakupan pengelolaan kayu pada hutan rakyatnyalah kini yang 
di fokuskan. Dimana, terdapat kejelasan batasan-batasan kepada masyarakat 
yang ingin mengekspolitasi kayu dari hutan secara berlebih.“Perda baru ini 
diharapkan dapat mengubah kebiasaan masyarakat dalam mengolah kayu 
hutan, sehingga peran warga dalam menjaga kelestarian hutan juga kian 
maksimal setelah direvisi,” ungkap Umar Sappe.Revisi Perda dilakukan 
karena Dishut Enrekang menilai perlu mengontrol aktivitas masyakarat, 
khususnya pada penebangan kayu hutan, dimana perda sebelumnya, izin 
pemanfaatan kayu tanah milik (Perda No 13 tahun 2006) mewajibkan 
retribusi penebangan kayu sebagai sumber PAD Dishut bagi daerah. 
Tanaman perkebuna di Kabupaten Enrekang juga cukup beragam 
yang pada umumnya tersebar di berbagai kecamatan. Komoditas perkebunan 
yang paling banyak di usahakan seperti kopi, kakao, kemiri, merica, dan 
cengkeh. Penghasil kopi yang paling tinggi di Kabupaten Enrekang adalah 
Kecamatan Baroko dengan jumlah produksinya mencapai 2.041 ton per tahun 
dengan lahan tanam 3.424 Ha. Sementara lahan hamparan kopi di kawasan 
                                                             
51 Data Statistik. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017, h. 9. 
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timur Kabupaten Enrekang yaitu Kecamatan Bungin yang luasnya 
diperkirakan +1.057 Ha. Masih dapat membutuhkan kehadiran investor untuk 
menenamkan modalnya dalam rangka pengembangan tanaman kopi jenis 
arabika. Kecamatan Bungin yang berada dibagian timur Kabupaten Enrekang 
melewati jalan lingkar adalah salah-satu kecamatan di Kabupaten Enrekang 
penghasil terbesar kopi jenis arabika. Besarnya permintaan dari prospek pasar 
yang cukup menjanjikan menjadi alasan utama bagi para petani untuk 
mengembangkan tanaman tersebut. 
c. Sektor Pertanian. 
Di Kabupaten Enrekang merupakan daerah yang dikenal mempunyai 
potensi disektor pertanian seperti produksi bawang merah di Kabupaten 
Enrekang mencapai 13.432,67 ton pertahun, Cabe merah mencapai 5.561,59 
ton pertahun, Kentang mencapai 2.712,40 ton per tahun, tomat mencapai 
2.226,62 ton pertahun, wortel mencapai 2.226,39 ton pertahun, daun bawang 
mencapai 8.929,05 ton pertahun, jahe mencapai 208,43 ton pertahun, kubis 
mencapai 7.089,43 ton pertahun. Hal ini dapat menunjukan bahwa sektor 
pertanian Kabupaten Enrekang sangat menjanjikan oleh karena itu 
memerlukan pengelolaan yang lebih baik, sehingga dapat bersaing dengan 
hasil pertanian dunia luar, tentunya dengan mendatangkan investor yang 
berminat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya.52 
d. Sektor Pariwisata. 
Kabupaten Enrekang merupakan salah satu Kabupaten yang terletak 
diProvinsi Sulawesi Selatan. Ditinjau dari sektor wisata, Enrekang tentunya 
memiliki banyak obyek wisata. Jika dilihat dari letak strategisnya, Kabupaten 
Enrekang adalah jalur akses ke Tanah Toraja. Hal ini memberikan peluang 
kepada Kabupaten Enrekang untuk menarik wisatawan untuk singgah 
menikmati kekayaan alam yang dimiliki. Kalau di Tana Toraja ada 
                                                             
52 Data Statistik. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017, h. 10. 
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permandian yang sudah terkenal ke dunia internasional, di Kota 
Massenrempulu juga terdapat permandian serta berbagai obyek wisata 
lainnya seperti permandian alam lewaja 6 km dari ibu Kota Enrekang, air 
terjun lambai terletak di Desa Mangkawani Kecamatan Maiwa bejarak 40 km 
dari ibu Kota Enrekang, Desa Bone-Bone ( Kampung Bebas Asap Rokok), 
situs tontonan. 
Selain tempat wisata di atas ada juga obyek wisata lainya seperti villa 
bambapuang yang berjarak 18 km dari ibu Kota Enrekang yang berada di 
ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Di Villa ini wisatawan sering 
mengambil gambar keindahan “Gunung Nona”, dan selain itu ada juga Kebun 
Raya Enrekang yang terletak di Desa Batumila Kecamatan Maiwa sekitar 
22km dari kota Enrekang dengan luas sekitar 300 HA, dan masih banyak 
tempat wisata lainya seperti Buntu Kabobong, Bola Battoa (Rumah Besar), 
Gunung Latimojong, dan tempat wisata yang lagi hits di Enrekang yaitu 
Buttu Macca. 
Obyek wisata Buttu Macca terletak di Dusun Pulauan, Desa 
Bambapuang, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Wisata ini 
berjarak sekitar 15 Km dari Kota Enrekang. Lokasinya di pinggir jalan poros 
Enrekang-Toraja. Obyek wisata yang baru dibuka tahun lalu ini juga hanya 
berjarak 500 meter dari penginapan Villa Bambapuang.53 
 
4. Keadaan Pasar Baraka. 
Pasar yang ada di Kab. Enrekang berjumlah 23 pasar yang dibagi menjadi 
tiga golongan yaitu pasar golongan 1 yaitu pasar yang beroprasi 2 kali dalam satu 
minggu dan jumlah pedagangnya di atas 300, pasar golongan 2 yaitu pasar yang 
beroprasi 1 kali dalam satu minggu dan jumlah pedagangnya antara 200-300 
                                                             
53 Data Statistik. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017, h. 12. 
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pedagang, dan pasar golongan 3 yaitu hampir sama dengan golongan dua yang 
beroprasi 1 kali dalam satu minggu cuma yang membedakan dari jumlah 
pedagangnya yang di bawah 200 pedagang. Pasar golongan satu termasuk dalam 
kategori pasar besar sedangkan pasar golongan 2 dan 3 termasuk dalam kategori 
pasar menengah dan kecil. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.1 
Penyebaran Pasar Kab. Enrekang di Setiap Kecamatan Tahun 2017 
NO Kecamatan Nama Pasar Golongan 
1 Enrekang 
Enrekang  Satu 
Temban Tiga 
Rossoan Tiga 
Lembang Tiga 
2 Anggeraja 
Cakke Satu  
Kotu Dua 
3 Alla 
Sudu Satu 
Kalosi Tiga 
4 Maiwa 
Maroangin Dua 
Rataran Tiga 
Lebani Tiga 
5 Baraka 
Baraka Satu 
Banti Tiga 
6 Cendana Kabere Tiga 
7 Masalle Lo’ko Tiga 
8 Baroko Buntu Dama Tiga 
9 Curio 
Curio Tiga 
Maliba Tiga 
Parombean Tiga 
10 Bungin 
Bungin Tiga 
Tallan Rilau Tiga 
11 Malua Malua Tiga 
12 Buntu Batu Pasui Tiga 
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Enrekang Tahun   
2017. 
Diantara ke 23 pasar yang tersebar di Kabupaten Enrekang Pasar Baraka 
yang terletak di kecamatan Baraka merupakan salah satu pasar besar dari 4 
pasar besar yang ada di Kabupaten Enrekang. 
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5. Keadaan Fasilitas Pasar 
Dalam proses jual beli yang diadakan di pasar, perlu adanya fasilitas 
yangmemadai yang mendukung proses tersebut. Sarana pasar atau fasilitas pasar 
adalah perlengkapan yang dimiliki oleh setiap pasar yaitu bangunan, kios, los atau 
pelataran yang biasanya ditempati pedagang dalam melakukan kegiatannya. 
Untuk pasar-pasar yang ada di Kab. Enrekang, fasilitas-fasilitas yang 
dimiliki kios berupa gedung yang mengelilingi pasar serta los dan pelataran 
tertutup yang memanjang yang terdapat didalam pasar yang tidak memiliki 
dinding pemisah. Para penjual atau pedagang yang mengadakan kegiatan 
didalamnya dipisahkan oleh tiang penyangga berdasarkan ruang tempat barang 
yang ada di los tersebut. 
Pasar Baraka memiliki potensi yang cukup besar bisa dilihat pada tabel 
dibawah ini: 
Tabel 4.2 
Jenis dan Jumlah UMKM yang dimiliki oleh pasar Citra  Baraka Kab. 
Enrekang Tahun 2017 
 
NO Jenis UMKM Jumlah UMKM 
1 Kios 75 
2 Los 225 
3 Gardu 196 
4 Pelataran 115 
Jumlah 611 
Sumber: Kepala U PTD Pasar Baraka Tahun 2017 
Dari tabel di atas kita dapat lihat bahwa UMKM yang dimiliki Pasar 
Citra Baraka pada  tahun 2017 berjumlah 611 dimana kios berjumlah 75, los 
berjumlah 225, gardu berjumlah 196 dan pelataran berjumlah 115. 
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Sedangkan untuk tarifpemungutan yaitu: 
Tabel 4.3 
Jenis UMKM dan Tarif Retribusi Pasar Baraka di Kab. Enrekang Tahun  
2017 
 
NO 
Jenis 
Fasilitas 
Jumlah 
UMKM 
Tarif Retribusi Pasar 
Pendapatan 
Retribusi Pasar 
Perhari 
Pasar 
Bulanan 
Perhari 
Pasar 
Bulanan 
1 Kios 75 2.000 20.000 150.000 1.500.000 
2 Los 225 2.000 10.000 450.000 2.250.000 
3 Gardu 196 2.000 5.000 392.000 980.000 
4 Pelataran 115 2.000 5.000 230.000 575.000 
5 Jumlah 1.222.000 5.305.000 
Sumber: Kepala UPTD Pasar Baraka Tahun 2017 
Dengan melihat tabel diatas nampak bahwa kios mempunyai tarif yang 
paling tinggi dan pengguna fasilitas tersebut diperuntukan kepada pedagang-
pedagang yang mempunyai omset besar contohnya penjual emas,penjual 
elektronik,penjual barang-barang pecah dan lain-lain sebagainya sedangkan tarif 
yang paling kecil yaitu gardu dan pelataran yang diperuntukan untuk penjual-
penjual kecil contohnya penjual sayur-sayuran dan pedagang kaki lima. 
B. Hasil Penelitian 
1. Kontribusi Retribusi Pasar Citra Baraka Dalam Meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Enrekang. 
Retribusi pasar merupakan salah satu aspek penunjang untuk 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka mengoptimalkan 
penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi daerah khususnya 
retribusi pasar diperlukan suatu kajian dean perhitungan seberapa besar kontribusi 
retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan dari tahun ke 
54 
 
 
 
tahun. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pasar terhadap Pendapatan 
Asli Daerah sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya yaitu dengan 
menggunakan formula kontribusi dengan cara membandingkan antara realisasi 
penerimaan retribusi pasar dangan realisasi Pendaatan Asli Daerah selanjutnya 
dikalikan dengan 100 persen. 
Rumus tersebut akan di implementasikan secara singkat dan lebih jelas 
dengan menggunakan tabel untuk lebih efektifnya data.Retribusi Pasar Citra 
Baraka merupakan salah satu komponen retribusi daerah yang memberikan 
kontribusi terhadap retribusi daerah Kabupaten Enrekang yaitu seperti yang 
terlihat pada tabel berikut: 
 
                                             Tabel 4.4 
Kontribusi retribusi pasar Citra Baraka Terhadap Retribusi Daerah 
Kabupaten Enrekang Tahun 2012 s/d 2016. 
NO 
Tahun 
Anggaran 
Retribusi Pasar 
Citra Baraka 
Retribusi Daerah 
Kontribusi 
(%) 
1 2012 79.554.000 364.708.000 21,81% 
2 2013 116.560.500 585.262.500 19,91% 
3 2014 128.515.000 748.196.250 17,17% 
4 2015 115.930.000 833.929.500 13,90% 
5 2016 125.312.500 907.597.000 13,80% 
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang Tahun 2017. 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa peranan atau kontribusi retribusi 
Pasar Citra Baraka terhadap retribusi daerah Kabupaten Enrekang selama priode 
2012 s/d 2016 memiliki kontribusi sebesar 16,45%. Tabel di atas menunjukan 
bahwa kontribusi Pasar Citra Baraka setiap tahunya mengalami penurunan. 
Dimana pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 2,10% dari tahun 
sebelumnya, tahun 2014 turun sebesar 2,74% dari tahun sebelumnya, tahun 2015 
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turun sebesar 4,73% dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2016 juga mengalami 
penuruna sebesar 0,10%. 
Kontribusi Pasar Citra Baraka terhadap Pendapatan Asli Daerah kurun 
waktu lima tahun anggaran yaitu priode 2012sampai dengan tahun 2016 adalah 
seperti pada tabel berikut: 
 
Tabel  4.5 
Kontribusi Retribusi Pasar Citra Baraka Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Kabupaten Enrekang Tahun 2012 s/d 2016. 
No 
Tahun 
Anggaran 
Retribusi Pasar 
Citra Baraka 
Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 
Kontribusi 
(%) 
1 2012 79.554.000 13.352.058.467 0,59% 
2 2013 116.560.500 25.954.477.944 0,44% 
3 2014 128.515.000 33.945.145.644 0,37% 
4 2015 115.930.000 50.355.757.354 0,30% 
5 2016 125.312.500 54.633.224.642 0,22% 
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang Tahun 2017 
Untuk memberikan hasil analisis yang lebih jelas tentang besarnya 
kontribusi penerimaan retribusi Pasar Citra Baraka terhadap Pendapatan Asli 
Daerah dengan rumus sebagai berikut: 
𝐾𝑃𝑅 =
𝑃𝑅𝑡ℎ
𝑃𝐴𝐷𝐹𝑡ℎ
𝑥100% 
Keterangan: 
𝐾𝑃𝑅  :Kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
𝑃𝑅𝑡ℎ  :Penerimaan retribusi pasar 
𝑃𝐴𝐷𝐹𝑡ℎ :Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
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1. Tahun 2012 = 79.554.000        × 100% 
  13.352.058.467 
= 0,59% 
2. Tahun 2013 = 166.560.500      × 100% 
  25.954.477.944 
= 0,44% 
3. Tahun 2014 = 128.515.000      × 100% 
  33.945.145.644 
= 0,37% 
4. Tahun 2015 = 115.930.000      × 100% 
  50.355.757.354 
= 0,30% 
5. Tahun 2016 = 125.312.500      × 100% 
              54.633.224.642 
            = 0,22% 
Tahun 2012 s/d 2016 = 565.868.000       × 100% 
                                      178.240.664.051 
              = 0,31% 
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi Pasar Citra 
Baraka terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2012 sampai dengan 2016  
sebesar 0,31%. Tabel di atas menunjukan bahwa kontribusi Pasar Citra Baraka 
terhadap PAD setiap tahunya mengalami penurunan. Dapat kita lihat pada tahun 
2012 Pasar Citra Baraka berkontribusi terhadap PAD sebesar 0,59%, pada tahun 
2013 turun menjadi 0,44%, pada tahun 2014 turun menjadi 0,37%, pada tahun 
2015 turun menjadi 0,30%, dan begitupun pada tahun 2016 turun menjadi 0,22%. 
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2. Sistem Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam 
Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen merupakan suatu proses, 
yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. 
Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan 
berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses tersebut 
merupakan kaitan antara fungsi dari manajemen itu sendiri yang terdiri atas 
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan.pengawasan. 
Demikian pula pada pengelolaan penerimaan retribusi Pasar Baraka di 
Kabupaten Enrekang yang dalam hal ini di kelola oleh Dinas Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah senantiasa menerapkan fungsi-fungsi manajemen 
dalam pengelolaannya agar dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk pada upaya 
pencapaian tujuannya. 
a. Perencanaan (planning) 
Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan 
dan memutuskan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Rencana meliputi 
sumber-sumber yang dibutuhkan, tugas yang diselesaikan, tindakan yang 
diambil dan jadwal yang diikuti. Untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan 
pemungutan retribusi Pasar Baraka di Kabupaten Enrekang maka perlu 
adanya perumusan perencanaan dari dinas pengelolah. Perencanaan 
memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan 
dalam suatu organisasi. Adapun perencanaandari dinas Pengelolaan 
Penerimaan dan Aset Daerah di Kabupaten Enrekang adalah rencana target 
penerimaan. 
Target penerimaan merupakan tolak ukur realisasi penerimaan 
tahunan yang seyogyanya harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi 
Pasar Baraka di Kabupaten Enrekang. Maksudnya adalah tahapan-tahapan 
atau proses penentuan target penerimaan yang ingin dicapai dalam satu tahun 
anggaran, yaitu terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember 
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Kemudian menurut keterangan Muslimin Dera selaku kepala bidang 
pasar bahwa: 
“Penentuan target pertahun didasarkan pada potensi yang dimiliki 
setiap pasar dan dengan melihat realisasi yang dapat dicapai tiap 
tahunnya menjadi acuan untuk menetapkan target penerimaan 
retribusi pasar pertahun disetiap pasar.”(Wawancara,Enrekang, 14 
November 2017) 
Sedangkan menurut pak Aminuddin selaku kepala UPTD ( Unit 
Pelaksana Teknis Dinas ) Pasar Citra Baraka mengatakan bahwa: 
“Tercapai atau tidaknya suatu target setiap tahunya sangat dipengaruhi 
olek hasil pertanian, apabilah hasil pertanian manyarakat melimpah 
maka target juga akan tercapai karna banyak pedagang dan penjual 
yang masuk sehingga penerimaan retribusi meningkat.” (wawancara 
13 November 2017) 
Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan 
bahwa perencanaan dalam hal penetuan target penerimaan retribusi Pasar 
Baraka pertahunnya senantiasa dilakukan  berdasarkan  potensi  yang  
ada  dan  sangat tergantung pada realisasi pertahun yang dapat tercapai. 
 
Tabel 4.6 
Rekapitulasi Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Baraka 
Tahun 2012-2016 
 
No 
Tahun 
Anggaran 
Target Realisasi 
Persentase 
(%) 
1 2012 89.500.000 79.554.000 88,88% 
2 2013 94.000.000 116.560.500 124,00% 
3 2014 107.750.000 128.515.000 199,27% 
4 2015 107.750.000 115.930.000 107,59% 
5 2016 170.000.000 125.312.500 73,71% 
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Enrekang 
2017 
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b. Pengorganisasian (organizing) 
Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi 
yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang 
dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Dua aspek utama proses 
susunan struktur organisasi yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. 
Departementalisasi adalah pengelompokkan kegiatan-kegiatan kerja 
organisasi agar kegiatan-kegiatan sejenis saling berhubungan dapat 
dikerjakan bersama. Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu 
organisasi dan tampak atau ditunjukkan oleh bagan suatu organisasi. 
Pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu 
pada organisasi bertanggung jawab dalam melaksanakan sekumpulan 
kegiatan. Kedua aspek ini merupakan dasar proses pengorganisasian suatu 
organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan 
efektif karena hasil yang diharapkan dalam suatu pengorganisasian adalah 
agar dapat menggerakkan pegawai sebagai suatu kesatuan dalam rangka 
pencapaian tujuan. Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi maka 
diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan pemungutan 
seperti sumber daya manusia yaitu petugas pemungut dan pengawas, metode 
yaitu cara yang digunakan dalam pemungutannya, standar kerja petugas serta 
sarana dan prasarana penunjang. Kesemua unsur tersebut merupakan unsur-
unsur yang menunjang dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar. 
1) Unsur Manusia  
Unsur manusia merupakan unsur yang paling mendasar dan 
memegang peranan  penting  dalam  pengorganisasian.  Kualitas  pegawai  
dalam  melakukan tugasnya harus menguasai apa yang dikerjakannya agar 
tujuan dari pelaksanaa tugasnya dapat dikerjakan dengan  baik, semestinya 
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dalam suatu organisasi jumlah pegawai harus seimbang dengan jumlah 
pekerjaaan dalam organisasi tersebut dengan maksud bahwa jumlah pegawai 
tidak berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan tidak kurang agar 
pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Dari jumlah pegawai dalam 
pelaksanaan pemungutan retribusi Pasar Baraka diketahui dari Pak 
Aminuddin selaku Kepala UPTD (unit pelaksana teknik dinas) yang 
mengatakan bahwa : 
“ Jumlah personil kita dilapangan sudah cukup memadai, sampai 
saat ini jumlah kolektor dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah berjumlah 5 orang yang setiap hari pasar melakukan 
pemungutan retribusi kepada para wajib retribusi yang ada di pasar 
dan saya rasa jumlah kolektor kita sudah cukup untuk melakukan 
pemungutan retribusi” (wawancara 13 November 2017). 
Dari wawancara diatas penulis menyimpulakan bahwa jumlah 
pegawai/kolektor yang melaksanakan pemungutan retribusi pasar di Pasar 
Baraka sudah sangat seimbang dengan wajib retribusi yang ada dipasar. 
Dengan demikian pemungutan retribusi di Pasar Baraka bisa berjalan dengan 
efektif dan efisien. 
2) Metode Pelaksanaan 
Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi Pasar Baraka di Kabupaten 
Enrekang dilakukan setiap hari pasar yaitu hari senin dan hari kamis. Adapun 
metode yang pelaksanaan pemungutan retribusi Pasar Baraka seperti yang 
dikatakan oleh KepalaUPTD bahwa : 
“Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yang berjalan 
selama ini para petugas/kolektor mendatangi langsung para 
pengguna fasilitas pasar dimana mereka menjual hal ini dilakukan 
agar pelaksanaan pemungutan tidak menggangu jalannya transaksi 
jual beli oleh para wajib retribusi” (wawancara 13 November 2017). 
Sejalan dengan pendapat di atas sesuai yang dikemukakan oleh ibu 
Hamsiah salah seorang penjual Pakaian (wajib retribusi) di Pasar Baraka 
mengatakan bahwa : 
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“Selama ini proses pembayaran retribusi pasar yang kami lakukan 
sangatlah mudah dimana dalam hal ini kolektor datang langsung 
ketempat kami berjualan untuk menagih dan kami membayar sesuai 
dengan tarif yang sudah ditetapkan”. (wawancara 13 November 
2017). 
Sedangkan menurut ibu Puji salah seorang penjual makanan (wajib 
retribusi) di Pasar Baraka bahwa : 
“Pemungutan retribusi pasar sudah sangat baik karena mereka 
langsung mendatangi kami sehingga tidak menggangu proses jual 
beli yang kami lakukan di pasar”. (wawancara 13 November 2017). 
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa metode 
pemungutan tarif retribusi kepada pengguna fasilitas pasar dilakukan dengan 
cara mendatangi langsung para wajib retribusi ditempat mereka berjualan. Ini 
dilakukan agar pemungutan retribusi tidak mengganggu proses jual beli para 
wajib retribusi dan  memastikan  bahwa  tidak  ada  wajib  retribusi  pasar  
yang  tidak  membayar retribusi. Mengingat jumlah pengguna pasar di pagi  
hari maka kepala UPTD memerintahkan agar lebih mendahulukan 
pemungutan pada pengguna pasar pagi terutama pengguna pelataran terbuka 
dimana diketahui bahwa pengguna tersebut dalam melakukan aktifitasnya 
hanya sebentar tidak sama dengan pengguna lainnya yang punya tempat 
khusus didalam pasar. 
Agar pelaksanan tugas berjalan dengan baik maka harus ada 
pembagian tugas yang baik agar dalam pelaksanaan pemungutan dapat 
berjalan dengan efektifdan lancar sehingga pemungutan retribusi Pasar 
Baraka semua pedagang tidak ada yang tidak membayar retribusi seperti yang 
dikatakan oleh Kepala UPTD bahwa : 
“Untuk lebih memudahkan pekerjaan kolektor kami membagi dua 
pekerjaan 3 orang bertugas untuk pemungutan pasar sebelah kanan 
dan 2 orang bertugas untuk melakukan pemungutan sebelah kiri ini 
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kami lakukan agar pemungutan bisa berjalan efektif dan efisien.” 
(wawancara 13 November 2017) 
Sejalan dengan pendapat di atas pak Tahir salah satu kolektor 
retribusi pasar mengatakan bahwa : 
“Dalam melakukan pemungutan retribusi kami di bagi menjadi 2 
wilayah, ini sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas karna 
dengan itu kami mengetahui dengan jelas wilayah kami dalam 
melakukan pemungutan”(wawancara 13 November 2017). 
Adapun aspek yang paling penting dalam pemungutan retribusi 
adalah waktu dan tempat serta besarnya biaya pemungutan. Untuk wajib 
retrbusi yang tidak menetap pada suatu los atau kios atau gardu diprioritaskan 
pemungutan lebih awal. Pedagang sayur-sayuran yang biasanya mulai 
braktifitas di pagi hari dan pulang cepat ketika jualanya sudah habis, untuk 
wajib retribusi tersebut biasanya dipungut lebih awal dibandingkan dengan 
pedagang yang sudah mempunyai tempat yang khusus didalam pasar. 
Seperti yang dikatakan oleh Pak Saharuddin salah seorang kolektor 
bahwa : 
“ Dalam pemungutan retribusi pasar kami selalu mendahulukan 
pedagang-pedagang yang ada diluar pasar, yang tidak memiliki 
tempat khusus didalam pasar seperti penjual sayur-sayuran karena 
merekalah yang paling cepat pulangnya.” (wawancara 13 November 
2017). 
Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa untuk 
lebih memudahkan para kolektor dalam pemungutan retribusi maka kepala 
UPTD Pasar Baraka membagi dua wilayah pemungutan personilnya, ini 
dilakukan agar para kolektor mengetahui dengan jelas wilayah 
pemungutannya sehingga tidak ada wajib retribusi yang tidak mebayar 
kewajibannya. Para kolektor lebih mendahulukan pedagang-pedagang yang 
tidak mempunyai tempat khusus didalam pasar, ini dilakukan agar para 
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penjual (wajib retribusi) membayar kewajibannya dahulu sebelum 
meninggalkan pasar.  
Sedangkan untuk pemungutan sewa fasilitas pasar yang ada di 
Pasar Baraka Kabupaten Enrekang menurut penjelasan dari Kepala Bidang 
Penerimaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bahwa : 
“Besarnya pungutan untuk pengguna fasilitas pasar di atur oleh 
PERDA tahun 2000, ada dua macam bentuk dari pungutan retribusi 
pasar di Pasar Baraka yaitu pungutan perbulan dan pungutan 
perhari pasar sedangkan tarifnya untuk perhari pasar semuanya 
sama dan tarif perbulan disesuaikan dengan fasilitas apa yang 
ditempati oleh wajib retribusi yang bersangkutan” (wawancara 13 
November 2017). 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 
Tabel 4.7 
Jenis UMKM dan Tarif Retribusi Pasar Baraka di Kab. Enrekang 
 
NO Jenis Fasilitas Tarif Retribusi Pasar 
Perhari Pasar Bulanan 
1 Kios 2.000 20.000 
2 Los 2.000 10.000 
3 Gardu 2.000 5.000 
4 Pelataran 2.000 5.000 
Sumber: Kepala UPTD Pasar Baraka 
Dengan melihat tabel diatas nampak bahwa kios mempunyai tarif 
yang paling  tinggi  dan  pengguna  fasilitas  tersebut  diperuntukan  kepada 
pedagang yang mempunyai omset besar contohnya penjual emas, penjual 
elektronik, penjual barang-barang pecah dan lain-lain sebagainya sedangkan 
tarif yang paling kecil yaitu gardu dan pelataran yang diperuntukan untuk 
penjual kecil contohnya penjual sayur-sayuran dan pedagang kaki lima. 
Menurut Pak Umar salah seorang penjual pakaian di Pasar Baraka 
(wajib retribusi) mengatakan bahwa : 
“Pungutan retribusi yang kami bayarkan selama ini tidak terlalu 
memberatkan kami, saya rasa sudah sepadanlah dengan fasilitas 
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yang disediakan pemerintah dan besarnya uang pembayaran 
retribusi pasar tidak memberatkan jika dibanding dengan 
penghasilan yang kami dapatkan jaditidak ada alasan untuk tidak 
membayar retribusi pasar.” (wawancara 13 November 2017). 
Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa 
untuk  tarif pungutan retribusi Pasar Baraka di Kab. Enrekang tidak 
memberatkan oleh parawajib retribusi dan sudah sepadan dengan fasilitas 
yang ditempati oleh para penjual (wajib retribusi). 
3) Standar Kerja 
Dalam upaya pencapaian target penerimaan maka dibuatlah standar 
kerja bagi para pemungut/kolektor retribusi pasar agar dapat melaksanakan 
pemungutan seefektif mungkin. Hal ini diungkapkan Kepala UPTD yang 
mengatakan bahwa : 
“Untuk kolektor pemungutan retribusi pasar dibuatkan suatu 
standar kerja yaitu saat dimulainya pasar sampai selesai yaitu pukul 
05.30 sampai pukul 17.00 ini dilakukan agar semua pengguna 
fasilitas tidak ada yang lolos untuk membayar kewajibanya” 
(wawancara 13 November 2017). 
Selain itu ia menambahkan bahwa : 
“Terkadang juga ketidak disiplinan para kolektor yang datang 
terlambat membuat banyak pedagang-pedagang utamanya para 
pedagang sayur yang mulai beraktifitas dipagi buta dan setelah 
habis jualannya langsung meninggalkan tempatnya luput dari 
tagihan retribusi dan ini sangat mempengaruhi pemasukan 
utamanya dalam retribusi pasar.”(wawancara 13 November 2017). 
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa 
standar kerja para kolektor  pemungutan retribusi pasar dimulai saat  pagi-
pagi  sekitar pukul  05.30 sampai selesai, namun kedisiplinan para kolektor 
ini masih harus ditingkatkan karena ini sangat berpengaruh terhadap 
realisasi penerimaan dimana tenaga kolektor sebagai unsur yang sangat 
dominan dalam menentukan keberhasilan dalam penerimaan retribusi 
Pasar Baraka. 
 
65 
 
 
 
c. Pengawasan 
 Pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam 
meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan retribusi. 
Demikian halnya dalam pemungutan retribusi Pasar Baraka di Kab. Enrekang 
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menghindari seminimal mungkin 
terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan lainnya yang 
mungkin bias terjadi. Sebab dalam pengelolaan retribusi Pasar Baraka tanpa 
dilakukan pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam meengukur 
tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan 
pemungutan retribusi di Pasar Baraka Kabupaten Enrekang. Dalam 
pengawasan penerimaan retribusi Pasar Baraka di Kabupaten Enrekang 
dilakukan ada 2 bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan 
pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala 
UPTD (unit pelaksana teknis  dinas)  dan  pengawasan  tidak  langsung  
dilakukan  oleh  Kepala  Bidang Pasar. 
1) Pengawasan Langsung 
Pengawasan langsung dalam hal ini dilakukan oleh Kepala UPTD 
PasarBaraka yang langsung mengadakan peninjauan dan pemeriksaan atas 
pelaksanaankegiatan dilapangan yang berhubungan dengan pemungutan 
retribusi Pasar Baraka di Kab. Enrekang. Seperti yang dijelasakan oleh 
Kepala UPTD Pasar Baraka bahwa: 
“Setiap hari pasar saya turun kelapangan untuk mengecek kolektor, 
apakah sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur serta 
memastikan bahwa semua wajib retribusi dipasar sudah membayar 
kewajibannya.” (wawancara 13 November 2017). 
Selain itu ia menambahkan bahwa : 
“ Untuk melakukan pengawasan kepada para kolektor maka selalu 
dilakukan pengecekan terhadap benda berharga (karcis) setiap 
selesai pemungutan retribusi pasar, hal ini dilakukan agar bisa 
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mengetahui kolektor mana yang melakukan kelalaian bisa dilihat 
dari jumlah setoran pungutan retribusi.” (wawancara 13 November 
2017). 
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Kepala 
UPTD Pasar Baraka sebagai penaggungjawab penerimaan retribusi pasar 
setiap hari pasar turun kelapangan mengawasi para personilnya dalam 
melaksanakan pemungutan retribusi pasaruntuk menghindari terjadinya 
penyimpangan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan sebagainya yang 
dapat menghambat pencapaian penerimaan retribusi Pasar Baraka di 
Kabupaten Enrekang. Adapun bentuk sanksi yang diberikan pada kolektor 
jika melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugasnya serta wajib retribusi 
yang tidak membayar kewajibannya sesuai dengan penjelasan Kepala UPTD 
Pasar Baraka bahwa: 
“Untuk para kolektor yang melakukan kesalahan kecil kami 
memberikan teguran agar kolektor tersebut tidak mengulangi 
kesalahannya dan lebih bertanggung jawab pada tugas yang 
diberikan, namun kami memberikan sangsi yang tegas apabila 
kolektor terus mengulangi kesalahannya.” (wawancara 13 
November 2017). 
Selain itu ia menambahkan bahwa : 
“ Kami mempunyai aturan bagi wajib retribusi yaitu bila ada wajib 
retribusi yang sudah tiga bulan berturut-turut tidak membayar 
kewajibannya maka kami akan mengeluarkan mereka dan 
menggantinya dengan orang lain.” (wawancara 13 November 
2017). 
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa sanksi 
yang tegas akan diberikan kepada para kolektor retribusi Pasar Baraka bila 
melakukan kelalaian yang berulang-ulang dan para wajib retribusi yang tidak 
membayar kewajibannya. 
2) Pengawasan Tidak Lansung 
Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan-
laporan secara tertulis kepada atasan, dimana dengan laporan tertulis tersebut 
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dapat dinilai sejauh manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagai mana 
mestinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Drs. Muslimin Kara selaku 
Kepala Bidang Pasar  Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa : 
“kami melakukan pengawasan dengan meminta laporan 
penerimaan retribusi kepada Kepala UPTD pasar perbulannya dan 
melakukan evaluasi pertahunya guna melihat letak kekurangan 
dalam proses penerimaan pemungutan retribusi pasar. Kami juga 
melakukan pengawasan terhadap benda berharga (karcis) 
perbulannya.” (wawancara 14 November 2017). 
Selain itu ia menambahkan bahwa: 
“kami juga biasa melakukan pengawasan langsung ke pasar apabila 
kami menerima laporan dari masnyarakat” (wawancara 14 
November 2017). 
Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa untuk 
pegawasan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah hanya mengandalkan laporan-laporan semata untuk itu perlu 
melakukan pengawasan yang rutin kepasar guna melihat secara langsung 
pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dan menilai apakah pelaksanaan 
pemungutan retribusi pasar sudah sesuai dengan  apa  yang  direncanakan  
dan  tidak  hanya  berfokus  pada  pengawasan terhadap laporan yang sudah 
masuk. 
Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa sistem 
pengelolaan retribusi di Pasar Citra Baraka menggunakan prinsip “al-ghurm bi al-
ghunm”, tanggungan kewajiban seimbang dengan manfaat yang diambil, dimana 
setiap individu yang memanfaatkan fasilitas umum yang telah disediakan oleh 
pemerintah Islam untuk dimanfaatkan dan untuk kemaslahatan individu, maka 
sebaliknya sudah menjadi kewajiban setiap individu untuk memberi kompensasi. 
Namun pengelolaan retribusi Pasar Citra Baraka bertolak belakang dengan 
prinsip-prinsip ekonomi islam, sebagaimana islam telah menganjurkan segala 
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sesuatu dengan harus dilakukan secara adil, rapi, benar, teratur dan tanggung 
jawab di segala bidangnya. 
Adapun prinsip-prinsip ekonomi islam yang belum di terapkan dalam 
pengelolaan retribusi Pasar Citra Baraka, antara lain: 
a. Khalifah 
Prinsip ekonomi islam khalifah, pemerintah sebagai pemimpin suatu 
wilayah harus bertanggung jawab akan semua yang ada. Konsep islam tentang 
pemimpin adalah konsep melayani dan menyangga tanggung jawab. Dalam hal 
ini konsep ekonomi islam memadukan antara kemaslahatan individu dan 
maslahat umum. Dengan itu pemerintah berperan aktif dalam pembangunan 
daerah untuk mencapai keseimbangan dan keadilan masnyarakat. Namun 
kepala bidang pasar selaku pemerintah belum memberikan peranan yang aktif 
dalam bidang pengawasan terhadap bawahanya, dimana hanya melakukan 
pengawasan satu kali dalam satu bulan. Begitu pula halnya dengan kepala 
UPTD Pasar Citra Baraka belum mampu mengelola retribusi pasar dengan baik 
karna masih ada beberapa para wajib retribusi yang tidak  membayar kewajiban 
mereka.  
b. Adil 
Dalam islam sangat tegas dijelaskan bahwa kita sebagai ummat islam 
harus menegakkan keadilan dan menghapus kedzaliman sebagaimana telah 
dijelaskan dalam  Q.S Al-Hujurat 49/ 9: 
 
                
Terjemahnya: 
Dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai 
orang-orang yang berlaku adil.54 
                                                             
54 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan. (Tanggerang: Lentera Hati, 2002), h. 
515 
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Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai ummat islam kita harus berlaku 
adil, namun hal ini bertolak belakang dengan sistem pemungutan retribusi 
yang ada di Pasar Citra Baraka Karna masih ada beberapa para wajib retribusi 
yang tidak menjalankan kewajiban mereka yakni membayar retribusi 
c. Bertanggung Jawab (Ma’ad) 
“Islam mengajarkan bahwa kehidupan manusia di dunia hanya 
sementara, ada kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini”.55 Konsep ma’ad 
mengerjakan kepada manusia bahwa segala perbuatan yang mereka lakukan, 
apa pun motifnya, akan mendapat balasan. Karena itu, tidak selayaknya 
manusia melakukan aktivitas duniawi, termasuk bisnis, semata-mata untuk 
mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan akibat negatif dari aktivitas 
itu di akhirat kelak. 
Dalam pengelolan retribusi yang ada di Pasar Citra Baraka setiap 
orang memiliki tanggung jawab mereka masing masing, seperti kepala UPTD 
pasar bertanggung jawab terhadap  pengelolaan pasar, kolektor yang 
bertangung jawab untuk pemungutan retribusi namun para kolektor seringkali 
lalai dari tanggung jawab mereka yang sering datang terlambat dalam 
melaksanakan tugas mereka sehingga ada beberapa para wajib retribusi yang 
tidak membayar retribusi.  
 
                                                             
55B. Taman Ali dkk, Ekonomi Syariah Dalam Sorotan, (Jakarta: Yayasan Amanah, 
2003.),h. 33. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarakan uraian dari pembahasan sebelumnya yang menyangkut 
analisis retribusi pasar Citra Baraka dalam perspektif islam dapat ditarik 
kesimpulan bahwa: 
1. Kontribusi retribusi Pasar Citra Baraka terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Kabupaten Enrekang selama tahun angaran 2012 s/d 2016 sebesar 
0,31%. Kontribusi masih kurang efektif sehingga kurang efektif dalam 
menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
2. Pengelolaan penerimaan retribusi pasar Baraka sudah cukup baik, dapat 
dilihat dari peningkatan penerimaan retribusi tiap tahunya. Namun masih 
ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah, dan sistem pengelolaan retribusi di Pasar Citra Baraka 
bertolak belakang dengan islam.  
 
B. Implikasi 
Adapun implikasi yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 
pengelolaan penerimaan retribusi pasar Baraka di Kab. Enrekang adalah sebagai 
berikut : 
1. Diharapkan Proses perencanaan, untuk memperoleh data yang akurat 
berdasarkan potensi pasar yang sebenarnya harus intensif dilakukan 
pendataan terutama terhadap wajib retribusi yang tidak mempunyai tempat 
di dalam pasar. 
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2. Diharapkan ke pada kolektor pemungutan retribusi agar dapat 
melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. 
3. Diharapkan kepala dinas agar dapat memperhatikan kesejahteraan para 
kolektornya karena hal ini dapat berpengaruh pada kinerja para 
kolektor/pemungut retribusi  pasar. 
4. Diharapkan kepala Bidang Penerimaan agar dapat melakukan pengawasan 
langsung di lapangan untuk meminimal isi kecurangan-kecurangan yang 
terjadi dalam penerimaan retribusi Pasar Baraka. 
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